SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

POKOK — POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomer S8 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dasrah dan Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 13 Tahun 2006, pertu menctapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok
Pengeloiaan Keuangan Daerah,
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Undang - Uiclang Nomor 12 Tahun 1968 tentang  Pembentukan  Provinsi
Daersh Otonomi Irian Barat dan Xabupaten Otonom di Provinsi Irlan Barat
jo. Peraturan Pemerintal Nomor § Tahun 1973 tentang Perubahan nama Provinsi
Irian Barat menjaas Irian Jaya;

Undang-undang Noiner 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Ungeag-undang Nomor 21 Tal un 2001 Eentang Otonomi Khusus Bagl Provinsi
Papud (Lembaran Megara Repu ik Indonesla Tabun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41513

Undang-Undang Numor 17 Tahun 2003 tentang Xeuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nornor $288);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara
(tembaran Negara Repubiik Indonesis Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggunglawab Keuangon Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomoar 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomuor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2004 tentang  Sistern  Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Regublik [ndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lesnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republix Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentaing Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant!
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerzh menjadi Uncang-Undang
(Lembaran Negaru Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaron Negara Republik Indonesia nomor 4548);
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Undang-Undang iomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 443¢ |

Peraturan Pemenntah Nomor Tahun 2000 tentang Keudukan Keuangan Kepala
Oaerah dan Wakil Kepala Daerah (LemBaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor €5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomior 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 teniang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Komor 4139);

Persturan Pemerintuh Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan Protokaler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S0, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemetintah Nomor 37 Tahun 2005 tentany Perubiahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540); sebagaimana telah diubeh ketiga kafinya dengan
Persturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protoholer dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dagarah

Peraturan Pemerintaly Nomor 54 Tzhun 2004 tentang Majells Rakyat Papua
(Lembaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republix Indenesia Momaor 4461);

Persturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengciolsan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repablik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintzhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintal) vevnor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamaen Daerzh (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomar 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomot 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistemn Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negare Repubiik Tndonesis Tahun 2005 Natnor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republix Indonests Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar a577);

Peraturan Pemerintah Nomar S8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusupan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republix Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Persturan Pemernintah Nomar B Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansl Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006
Noemor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri D jam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dovral,
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Daerah adalah Kabupaten Sorang,

Pemerintah Daersh adalsh Pemerintah Kabupaten Sorung,
Kepala Daerah adalah Bupat! Sorong

Wakil Kepala Dacrah adalah Wakil Bupati Sorong

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seanjutnys dlsingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sororg,

Pemerintahan Daerah adalah pefiyelenugaraan urusan pemenntahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakllan Rakyat Dacrah (DPRD) menurut asas otonami dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi scluas-uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud datam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Caerah Otonom, selanjutnya disebut Doerah, adalsh kesatuan masyarakat hukum vang mempunyal
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut peakarsa sendir berdasaran aspirasi masyarakat dalam sistom Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah adaluh semud hak dan kewajiban daeranh datam rangka penyelenggaraan
pemerintanan daerah yang dapat diniai dengan uang termasuk didalamnya segaia bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hiak o hevwajibun daerah tersebot,

Pengeiolaan Keuangan Dacrah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggunglawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapstan gan Belanjs Dowran, scwanjutnys disingkat APBD adalsh rencana AELANGAN

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan dicetujui bersama aleh pemerintah dacrah Jdan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan dowrah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daeran yang karena fabatannya
mempunyal kewenangar menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan kevangan dacrah,

Pejabat Pengeiola Keuangan Dacraly yung selanjutnyd disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kenja
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD Yang mempunyal tugas
melaksanakan pengeiolaan APBD dan bertldak sebagal bendahara umun daerah.

Bendahara Umum Daerah yang Sednjulnya dbingkst BUD adulah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagal bendoahara umum dacrah.

Pengguna Anggaran  adalah pejabat  pemegang  kewenangan PENQgUNadn  unggeran  untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpianya.

Pengguna Barang adalsh pejabat PEITEGANG hewenangan penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Bendahars Umum Doerah yong seanjutnya disingkat Kunsa BUD adolsh pejabat yang diberi

Kuasa untuk melaksanasan tugas Lendehara umum daetah,

Kuasa Penggung Anguaran  sdatan PEAaNIL yang died  kuass utiuk medaksanakan  <obagian
: pengguna angaarsn dalam i daksanakan sebagian tugas din fungsi SKPD,

Pejabat Penstausahisan Keuangan Sxi yoirg selanjutnya disingeat PPK-SKPD adalah peiabat yang

felaksanakan tungsi tata usaha keuangan pods SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selnjutn @ diingkat PATK adalah pejabat pada unit kerja

SKPD yang melaksanekan satu stau Leberass ke natan Aari sudty pregram sesual dengan bidang

tugasnya,
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Bendahara Penenmasan sdolah PEIRDNL Tungsionsl yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan empertanggunolawabkan uang pendapatan daersh dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahars Pengeluaran  adalah pejabat  fungsional  yang  ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang  untuk keperluan  belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. .

Organisas! adalah unsur pemerintahan daerah yang terdinl dari DPRD, kepala daerah/wakil kepata
daerah dan satuan kerfa perangkat daerah.

Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat doerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang,

SKPKD adalah perangkat daerah paga pemenntah daerah salaku pengguna anggaran/pengguna
barang, yang juga melaksanakan pengelaiaan APBD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdin atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  walib  menyampaikan laparan
pertanggunglawaban berupa laporan keuangan,

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh Karenanya
wajib menyelenggarakan akuntans! dan menyusun laporan kevangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Unit kerja adalah bagian darl SKPD yany melsasndkan satu atau beberapa program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang salanjutnya disingkat RPIMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode S (luma) tahun,

Rencana Pembangunan Tahunan Doerall, selanjutnya disebut Kencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumern perencanaan Daeral untuk periode 1 (satu) tahun,

Tim Anggaran Perierintah Daerah yang welanjutnya disingkat TAPO adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijukan kepals daersh dalam rangka penyusunan APBD yang anggutanya terdir
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan Jejabat fainnya cesual dengan kebutuhan

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dar pemblaysan serta asumsi yang mendasaringa untuk periode 1 (saty)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementars Yang Lelanjutnya disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal angoaran yang divertkan kepada SKPO untuk setian program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKED.

Rencana Kerja dan Angagaran SKPU  yang selanjutnya disingrat RKA-SKPD adalah  dokumen
perencanaan dan penganggaran yang betlsi program dan kegatan SKPD serta anggaran yang
diperfukan urtuk melaksanakannya,

tahun. anggaran, dengan mempertimbangkan impilkasi biaya akibiat keputusan yang bersangkutan
pada tahun beri;mwa yang dituangkan dalamn prakiraan maju,

Prakiraan Maju (forwary Gstunigte) acalsh perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan progrom cdan kegiatan
yang telah disetujul dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun herikutnya,

Kinerja adaleh keluaran/hasil dani Kegiaton/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
pengaunaan anggaran dengan kuantitas dan kuslitas yang terukur,

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adaiah penyusunan rencana keuangan tahunan yang
dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melakeanakan kegiatan pemerintahan
yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiens alokasi Jana,

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemenntanan dibidang tertenty yang dileksanakan dalam rongka
mencapal tujuan pembangunan nasional,

Urusan pemerintatian adalah fungsi-tungs) pemerintahan yang menjadi hak dan kewafiban setiap
tingkatan dan/atau susuran pemerintahan untuk fhengatur dan mengunies fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka mefindungi, melayanl, memberdayakan, dan menselahterakan
masyarakat.
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Program adalah penjabaran kebljakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih keéglatan
dengan menggunakan sumber dayd yang disediokan untuk mencapal hasl yang terukur sesual dengan
misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian car Drogram yany cilaksanakan oleh saiu atau lebih unit ketja pada SKPD
sebagal baglan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdirl dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dsn teknoiogl, dana, atau kombinasi darl ‘beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebogal masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam  bentuk
barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkah darl susty program atau keluaran yang diharapkan dari
suptu kegiatan,

Keluaran (output) adalah barang atau Jasa yang dinasilkan oleh krgiatan yang difaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaron dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (oufcome) adalah segala sesustu yang mencerminkan berfungsinya keluaran darl keglatan-
kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanun uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah,

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan wang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seiuruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetaphkan.

Penerimaan Daerah adaian uang yang rmasuk ke kas daerah,
Pengeiuaran Daerah adalah uang yang keluar darl kas davrah,

Pendapatan Daerah adalah hak pemenntah dacrah yang diaku sebagal penambah nilal kakayaan
bersih,

Belanja Daerah adaiah kewafiben pemerintal daerah yang diakul sebagal pengurang nilal kekayaan
bersih,

Surplus Anggaran Daeral. adalah selisih lebih antarz pendapatan daerah dan belania daerah.
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antary pendapatan daerah dan belanja daerah,

Pembiayaan Daerah adaslah semua penerimaan yang periu divayar kemball dan/atau pengeiuaran
yang akan diterima kemball, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sis2 Lebih Perhitungan Anggaran yang sefanjutnya disingkat SILPA adalah selisth lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama sotu periode angygaran,

Pinjaman Daerah adaiah semua transaksl yang mengakibatkan daerab menerima sejurniah vang stau
menerima manfaat yang bernilal uang dan pitiak lain sehingye daerah dibebani kewajiban untuk
membayar kembali,

Pistang Daerah adalah jumiah uang yang wajib dibayar kepads pemerintah daerah can/atau hak
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengen uane sebagal akibat perjanflan atau akibat luinnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah juralah uang yang wajib dibayar pemenntah daerah dan/atau kewafiban
pemerintah dagrah yang dapat dinilai dengan vang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mensmpung kebutuban yang memeriukan dana
relatif besar yang tidak dapat dipenyhi dalar satu tahun anggaran.

Investasi adalsh penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen,
royalti, manfaat sosial dan/atay manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKFD yang selanjulnyd disingkal DPA-SKPD merupakan dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD vang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Ferubahan Anggaren SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat perubahan anggera) pendapatan dan belanja setisp SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh penggusa anygaran
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Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkifean arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanal pelaksanaan APBD s stiap pericde.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya gisingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagal dasar penerbitar SPP,

Surat Permintaan Pemba aran yang selanjutnya dif ngkat SPP adaiah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaks inaan kegiatan/bendahara  pengeluaran  untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yong selanjutiys disingkat SPM adalah gokumen yang digunakan/diterbitkan

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjuinya disingkcit SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan cleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaian untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Membayar Uang Pzrsediaan yang selanjutnva disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan okeh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagal uang persediaan untuk mendanal kegiatan,

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen
yang diterbitan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP20 atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk menggant! uang persediaan yang
telah dibelanjakan,

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persedizan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang diterbitikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
stas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuban dananys melebibi darl Jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesual dengan ketentuan,

Surat Perinteh Pencairan Dana yang selamuinyy disingiat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagal dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Uang Persedisan adalsh sejumian MG TURGE YanNg dessdiand untue satudn kerja dalam metaksanakan
keglatan operasional setiari-har),

Barang Milik Daerah aculah semua barang Fung Qibeh atau dipercich atas boban APED atau borasal
gari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adaiah kekurangan uang, surat berharya, can barang yang nyata dan pasti
jumiahnys sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik SeNgaja maupun kalal,

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SXPD/unit kerja pada SKPD di
lingkungan pemerintall daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
barupa penyediaan barung dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencan keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,

Ctonomi Khusus yang selanjutnya diseout OTSUS adalah Otonom Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2001

Kewenangan Otonomi Khusus adalah buhwa managmen APBD Kabupaten Sorong sedapat mungkin
secara proporsional berorientasi pada kebutuhan rill daerah dan berpitak kepada kebutuhan dasar
komunitas orang asli Papua.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasai 2

wang lingkup keuangan daerah meliput!:

B
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Hak daerah untuk memungut pajak daean dan (etnbus) deerah serta melakukan pinjarman;

kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemenntahan daerah dan membayar Lagihan
pihak ketiga;

Penerimaan daerah;

Pengeluaran daerah;

Kekayaan daerah yang dikelola sendin atau vleh pihak laln berupa uang, surat berharga, plutang,
barang, serta hak-hak lain yana dapat dinilai dengan vang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah; dan



Kekayaan pihak lain yang dikuasal oleh pemerintah daerah dalam rengka penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum,

Pasal 3

E’Pmoddaan keuangan daerah yang diatur datarn Heraturan Daerah Ini meliputi;
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Asas umum pengelolaan keuangan dacrah’ .
Kekuasaan pengeiolaan keuangan daerah

Struktur APBG;

Penyusunan APBD;

Penetapan APBD;

Pelaksanaan dan perubanan APED;

Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRO.

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah

Penatausahaan keuangan daerah;

Pertanggungjawabian pelaksanaan APBD;

Pengendalian defisit dan penggunaan surphus APHD;

Pengelolaan kas umum daerah;

Pengelolaan plutang daerah;

Pengelolaan investas| daerahy;

Pengelolaan barang millk daerah;

Pengeiolaari dana cadangan,

Pengelolaan utang daerah;

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan deerah;

Penyelesalan kerugian daevah;

Pengelolaan keuangan badan layanan umum caerah,

fagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuungan Daerah

Pasul 4

Keuangan daerah dikelols secaru (b, Wl puoda poraturon PECUNGING-uNGaEngan, ensen, ckonomis,
efektif, transparan, dan bunangyung jawasb cengan memperhatian azas keadilan, wepatutan, dan
manfaat Untuk masyaranat

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapalar keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penagunaan masukan terendah untub mencapal keluaran tersenty,
Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeroiehan masukan dengan kualitas
dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terencah,

Efektif sebagaimana dimoksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program denaan target
yang telah ditetavkan, yaitu dengan cara membandingkan keiuaran dengan hasil,

Transparan  sebagaimana dimasksud pada  ayat (1; merupakan prinsip keterbuksan yang
memungkinkan masyarakat untul mengetabul dan mendapatkan akses informasl seluasduasnya
tentang keuangan daerah,

Bertanggung jawab sebagaimanz dicksud peds ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban
seseorang untuk mempertanggungjowabakan pengelolaan dan pengendaiian sumber daya dan
pelaksanaan kebijokan yang dipercayakan hepadanya datam mngka pencapalan tujuan yang telah
ditetapgkan,

Keadilan sebagaimana dimaksud poda ayal (1) sudalah keseimuangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya din/atay kesesmbangan distribusi hak dan Aewajiban berdasarkan pertimbangan yang

cbyektif.

Kepatutan sebagaimana dimaksud podo ayat (1) adalah tindakan atau suaty wkap yang dilakukan
dengan wajar dan propersional,

Pengelolaan keuangan doerah dilaksarialan dalam suaty sistem yang terintegrasl yang diwujudkan
dalam APED yang setiap tahun ditetapkan dergan peraturan daerah,

Pengeloiaan Keuangan Dawrah sixara honsisten dilandasi uleh jiwa dan semangat |odang - undang
Otonomi Khusus, dalerr rangka pemenuban hax - hak deser orang asll papus  dalam bidang
pendidikan, kesehatan, ckonomi dan keadilon dalan distnbusi hasil — hasil surmber daya alam,
Pengelolaan kevangan daerah secaro propasional harus dapat meningkatkan taral kesejahterasn
Pegawal Negerl Sipll (PNS) - daiam lingkup Pemenntah Katupaten Serony.

Pengelolaan Kevangan Dacroh harus dupar mempentayskan aparst kampung sebagal perpanjargan
tangan pemenntah Kabupaten df tingkat kampung,
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BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuaszan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Posal §

Kepala Daerah sefaku pemegany kekuasad pengeloisan Keuangan daersh melimpahian sebaglan
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahzan, pelaporan dan
pertanggungjowaban, serta pangawasan keuangan dasedah kepada

3.  Sekretaris Daerah selaky Koordinator Pengeloln Keuangan Daerah;

b, Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

S Kepala SKPD selaky pejabat pengguna anggaran/pengguna barana dasral,

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, mengull, dan yang menerima/
mengeluarkan uang,

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada syar (1) ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah,

Pemegang kekuasaan pengelolasn kewsnuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyal kewensnigar:

2. Menetapkan kebijakan téntang pelaksanaan APHED;

b, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

Menetapkan kuasa pengauna anggaran/pengguna barang;

Menetapkan bendahara penerimaan don/atau bendahara pengeluacan;

Menetapkan pejabat yang bertugas 1 elakukan permungutan penerimaan daerah;

Menetapkan pejabat yang bertugas oelakukan pengelotaan utang dan plutang daerah;
Menetapkan pejabiol yang Lertugas melakukan pengelolaan Larang milik daerah; dan
Menetapkan pejobat yang bertugos melakukan perguilsn stas tagihan dan memerintahkan
pembavyaran,

Fon

T~

Bagian Kedua
Koerdinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6

Sekretaris daerah selaku kourdinator pengeiolaan kepangan doerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf 3 berkaltan gengan peran dan fungsinya dalam membanty Kepala daerah
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemernntahan daerah termasuk
pengelofaan keuangan dioerah,

Sekretaris Daerah selaku Koordinitor Pengelvlaan Keuangan Dasran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyal tugas koordinasi dl bidang:

8.  Penyusunan dan pelaksanoan kebdakan pengelolaan APBD;

b, Penyusunan dan pelaksanaan kebijskan pengelolaan berang daerah,

¢ Penyusunan rancangan APBO dan rancangan perubaban AVED,

d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBED, dan pertanggunajawaban pelaksandan AFED;

2.  Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPED, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan

f.  Penyusunan laporan keuangan daerah daiam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APED.
Selaln mempunyal tugss koordinasi sebagaimara dimaksud poda ayat (1) Sekretaris Daerah
mempunyal tugas:

3  Memimpin Tim Anggaran Pemerintal Daerab;

b, Menylapkan pedoman peiaksanaan APED;

¢ Menyiapkan pedoman pengesolaan barang daerah;

d.  Membenkan persetujuan pengesahian DEA-SKPD/OFPA-SKIG, don

& Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerat lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Keordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah bertanggung jawab atus pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ovat (1) don ayat (2) kepady kepaka Daeroh.
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Caerah
Pasal 7

Kepaia SKPKD selaku PPED mempunyal tugas

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dacraky;

Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

Melaksanakan pemungutan pendapatan dacrah yang teiah ditetapkan dengan peraturan daerah;
Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Queeaiy;

Menyusun laporan keuangan daerah dalom rangka peranggungiawaban pelaksanaan APBD; dan
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpabkan oleh Kepala Daerah,

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selakuy BUD berwenang:

Menyusun Kebijakan dan Pedoman Peiaksanaan APBD;
Mengmhbn DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;

Meiakukan pengendatian pelaksanaan APB0;
Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
Melaksanakan pemungutan pajak daerar,
Menetapkan SPO;
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman don pemberian pimaman atas nama Pemerintah Daerah;
Melaksanakan Sistern Akuntansi dan F 2laporan Keuangan Daerahy;
Menyajikan informasi Keuangan Daerah; 4an
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan serta penghapucan barang milik daerah,
PPKD selaku BUD menun sk pejabat di fingkungan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah selnku
kuasa BUD.
PPKD bestancgung jawab atas pelaksanaan tuga: nya kepada Xepala Daerah melalui Sekretaris

msanow

“rFa~aanoe

Fasal B

Pemn)uun kuasa BUD sebagaimiang dilnaheud dalan Pasal 7 aydl 13) ditetapkan dengan keputusar
Kepala Dasrah.
Kuasa BUD sebegaimana dimaksud pada ayal (1), memplnyal tugas:

Menyiapkan Anggaran Kas;

Menyiapkan SPD;

Menerbitkan SP20D,

Menyimpan seluruh buktl asll kepemilikan kekayaan daerah;

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk;

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan daam pelaksanaan APBD;

Menyimpan uang doerah;

Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan Investasi;

Melakukan pembayaran berdasarkan permintdan pejabat pengguna anggaran atas beban
rekening kas Umum daerah;

) Melaksanakan pembersian pirjaman atas nama Pemerintah Daerah;

k. Melakukan pengsioiaan uang dan pivtang Saeman: dan

I, Melakukan penagihan piutang Jdaerat.

Kuasa BUD vertanggungiawab atas pelaksanisan tugasnya kepada )0

poooe

Dl * S

Pasal §

PPRD dapat melimpahkan kepada pegbat unnya dilingkungan SKPEL untuk melaksanakan tugas-tugas
sebagal bernkut

e ~ganceo

Menyusun rancangan APBD gan rancangan Pergtiohan ARBL,

Muelakukan pengendalian peliisansan APED,

Melaksanakan pemungitan ek doeraly;

Menylapkan pelaksanaan pinfaman dan pemberian jaminan atas nerra Pemienntoh Dacrai,
Melaksanakan Sistem Akunmansi don Palaporan Keuvangan Dagrah;

Menyajikan Informas! Keuangan Doerah; dan

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeiofaan serta penghapusan darang milik caerah
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Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
Pasal 10

Xepala SKPD selaku Pejabat Penggunia AnggararyPengguna Barang Daersh mempunyal tugas:

~opnoo

~7 ®
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(6)

Menyusun RKA-SKPD;
Menyusun DPA-SKPD;
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipunpiniya;

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Mengadakan [katan/perfanjian kerjasama dengan pihak lsin dalsm batas anggaran yang telah
ditetapkan '

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawao SKPO yang dipimpinnya;

Mengelola barang milik daerah/kekaysan daerah yang menjadi tanggung jewab SKPD yang
dipimpinnya;

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yarg dipimpinnya;

Mengawas! pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

Melaksanakan tugas-tugas pengguna angoaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan

Bertanggung Jawah atas pelaksanaan tugasnya kepada ¥epala Daerah melaiul Sekretars Daerah,

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah
Pasal 11

Pejabat penyguna anggamN/pengguia  barang  dalum menksanakan  tugas-tugasnyn  dapat

melimpahkan sebagian kewenanganiyo sepeda Kepals unit keria pada SKPD selaku kuasa pengguna
2 pengguna harang,

Pelimpahan sebagian Kewenangin sebogaiahe tersebul pada gyl (1) bevdasarkan pertimbangan

tingkatan daerah, besaran SKFD, besaran juwnlah uang yang dikeloly, beban kerja, Jokasi, kompetensi

dan/atau rentang kendali dan pertimbangan wbjektif Binnya.

Pelimpahan sebagian vewenangan schagalimany dimaksud pady ayat (1) ditetapken oleh Kepala

Daerah atas usul kepala SKPO.

Kuasa pengguna anggaran/kuass pengguna barang sebagaimans dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna angaaran/pengguna barang

Bagian Keenam
Pejabat Petaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 12

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengouna anggaran/kuasa pengguna
barang dalam melsksanakan program San kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerda SKPD
selaku PPTK,

Pelimpahan sebagian kuwenangan sebogaimana tersebut paca ayat (1) berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran keglatan, beban kerja, lokasl dan/atau rentang kendall dan
pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung Jawab atas pelaksansan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.

PPTX yang ditunjuk cleh kuasa pengguna anggaran/ku2sa pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jowab ot pelaksanaan tugasnye kepada kuasa  pengguna
anggaran/kuasa penggu! 4 barang.

PPTK mempunyal tugas taencakup:

2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,

b,  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c.  Menyiapkan dokumen anggaran alas beban pengeluaran peleksanaan kogiatan,

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ mencakup dokumen sdministras:
keglatan maupun dokumen administras! yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan
sesual dengan ketentuan perundang-undangan,



(1)

@)

&)

(1
@

3)
{4

(1
@

()
B H

(1)
@

(3}

)

-11-

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pasal 13

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat calam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi (bukan kewenangan/otorisasi) *sta usaha kevangan pada SXPD sebagal PPK-
SKPD. :
PPK-SKPD sebagalman, dimaksud pacts svat | 1) mempuriyal tugas

3, Meneliti kelengkagan SPP-LS pengadaon barang dgan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran dan diketahul/ disetujul oleh PPTX,

b,  Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-IU gan SPP.S gaji dan tunjangan PNS serta

penghasilan ainnyd yang ditetapha: sesudl dengan etentuan perundang-undangan yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran;

Melakukan verifikasi SPP;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikas: harian atas penerimaan;

Molakeanakan akuntansi SKPD; dan

Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagal pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

negara/daerah, bendahara, can/atau PPTE

oo an

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 14

Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

Sendahara penerimaan don bendshara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, keglatan perdagangan, pekenaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagal perjamin atas kegiatan! pekeraan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang
pada suatu bank atau iesnbaga keuangan luiniya atas nama pribad.

Bendahara penerimaan dan bendahars pengeluaran secara fungsonal bortanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku DLD.

Kepala Daerah atas usul PPKD seloku BUD menctapkan bendahara pengeluaran yang mengelola
belanja bunga, subsidl, hibah, bantuan sosial, belanja bagl hasl, baituan keuangan, belanja tidak
terduga, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Pertama
Asas Umum APBD
Pasal 15

APBD disusun sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Kewenangan Otonom|
Khusus dan kemampuan pendapatan daerab,

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyaralks * untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD mempunyai fungsi otorsas, perencanse, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,

APBD, perubahan APBD, dan pestangguigjawaban pelaksanaan APSD setiap tahun ditetapran dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 1

Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1S ayat (3) mengandung artl bahwa anggaran
daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
Fungsi perencanoan cebogaimans dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bshwa
anggaran daerah menjadi pedoman bagi marnajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

Fungsi pengawasan sebagaimene dimoksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arl bahwa
anggaran doerah menjadl pedornan untuk menlal apakah kegiatan panyeienggaragn Pemerintahan
Daersh sesual dengan keteatuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran
daerah harus dlarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatka: efisiensi dan efektivitas perekonomian,
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[5) Fungsl distribusi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 ayat (3) inengandung artl bahwo kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kapatutan

(6) Fungsi stabilisas| sebagaimana dimaksud dalom Pasal 15 ayat (2) mengandung artl bahwa anggaran
pemerintah daerah menjadi alst untuk memeliham gan mengupryakan keseimbangan fundamental
perekonomian dacrah,

Pasal 17

Jd)  Penerimaan daerah terdin dari pendapatan oacrah dan penerimaan pembiayaan daerah,

2} Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud paca ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapal untuk setiap sumber pendapatan,

{3} Penerimaan pembiaynan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaasn yang periu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun angaaran
berikutnya.

Pasal 18

(1) Pengeluaran daeran teran dari belanja daeran dan pengeluaran pembiayaan daerah.

(2) Belanja daerah sebugaimana dimaksud pats ayat (1) merupakan peakiraan beban pengelyaran daerah
yang dislokasikan secara adil dan meraty agar relatif dapat dinikmatl oleh seluruh kelampok
masyarakat tanpa diskrininas, Khususnya dalam pemberisn pelayanan umum,

(3) Pengeluaran pembiayasn sebagaimans «mmaksud pada ayat (1) sdalah pengeluaran yang akan
diterima kemball baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuri-tahun anggaran
berkutnya.

Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran seb: jaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus

didukung dengan acanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumish yang cukup.
Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja dan pemblaysan daerah yang oanggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam
APBD.

Fasal 21

APED merupakan dasar pengeiciaan euangal daeah dalrn masa 1 {ssty) tatun anggaran teriitung mulai
tanggal 1 Januan sampal dencan tangasl 31 Desember

aaglen Kedua
Shiukuur APSD

vasal 2 ?

{1) Struktur APBD meruparan satu kesatuan terdic) dar.

a.  Pendapatan gagruh;
b.  Belanja daerah; dun
¢ Pembiayaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kiasifikasi APBD menurut urusan pemerintanan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2)
dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan,
Pasal 23

(1) Pendapatan daerah sebagaimana diroksuo dalam Posal 22 ayat (1) huref & meliputl semaa
penerimaan vang melaiul rekening kas umun daerah, yany menaimbah ekutas dany, yang merupakan
hak caerah dalam satu tohun anggaran yang tidak periu dibayar kembali oleh daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (1) huruf b meliputl semua pengeluaran
dari rekening kas umuin dasrah yang mengurangi ekultas dana, yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dipecoleh pembayarannva kemball oleh daerah,

(3) Pemblayaan daserah sebogaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) husdf ¢ meliputi semua transaksi
keuangan untuk menutup deflsit stau untuk imerrmnipatien surpiug
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Pasal 24

1) Pendapatan daerah setagaimana dimassuo datam Pasal 22 ayal (1) huruf a dirinel menurut urusan
pemerintahan daerah, wiganisast, keloinpok, Jents, obyek dan rincisn obyek pendapatan.

(2] Belanja daerah sebagaimane dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirind menurut urusan
pemesintahan daerah, orgamsasl, program, keglatan, kelompos, jenis, cbyek dan rinclan obyek
belanja.

{3} Pembiaysan doerah seuagaimana dimaksud datem Pasal 22 ayat (1) haruf ¢ dirincl menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, pbyek dan rinclan obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
Pasal 25

Pendapatan daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokan atas:

2 Pendapatan asli daerah;
b Dana perimbangan; dan
¢ Lain-iain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 26

(1} Kelompok pendapatan asii duerah dibagi mwnurdat Jeis pendapatar yang teediri atas:

a. Pajak daerah;
b.  Retribusi daerah;
€. Hasil pengelolaan kekayaan daeran yang dipis ihkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(@) Jenis pajak daerah dan hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirind menurut
obyek pendapatan sesual dangan undang-uiidang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3} Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dirinci menurut obyek pendapatan yang mencokup:

3.  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusshaan milik daerah/BUMD;
b.  Baglan laba atas penyertaan modal pads perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
€. Bagian laba atas penyertadn modol paca perusahaan milik swasta atau kelumpok usaha
masyarakat,
(8) Jenis fain-lain pendapatan ash dserah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah
yang tidak termasuk datam jenis pajok daewrah, retribusi daerah, dan hasll pegelolaan keuangan
daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

a.  Hasil penjualan aset daerah yang tdak tipisahkan;

b.  Haslli pemanfaatan atau pendayagunasn kehaysan dacrah yany tdak diplsahkan:
¢ Jasagiro;
d.  Bunga deposito,
€. Penerimaan atas tuntiian gantl rugl;
f, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk Jain sebagal akibat dan penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
g-  Penerimaan keuntungan dari selisih nilal tukar rupiah terhadap mata wang asing;
h.  Pendapatan denda atas keterlambatar; pelaksaraan pekerjaan:
b Pendapatan denda pajek;
J.  Pendapatan denda retribus(;
k. Pendapatan hasil eksekusi atas jominan;
I Pendapatan dari pengembafian;
m. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
n.  Pendapatzn dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatinan,
o.
Vasal 27
(1) Kelompok pendapatan uana petiibendan dit g menyit s permapatan yang terdin atas:

a.  Dana bagi hasl);
b, Dana alokas| umum, dan
t. Dana alokasi khusus.
{2] Jenis dana bagl hasil dirinci menurt obick pendapatan YANgG mencaxup:

8.  Bagl hasil pajk; dan
b, Bagi hasil bukan pajak.



3} Jenis dana alokasi umum hanya terdin atas objek pendapaton cany slokasi umum,
§) Jenis dana alokasi khusus dirincl ke datam objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh
pemerintah,

Pasal 28

ielompok lain-lain pendapatan daeran yang sah Gbagl menurul janis pendapatan yang mencakup:

1. hibah berasal dari pemerintah, pemenntah dairah lainnya, badan ! lembaga / organisasi swasta dalam
negeri, kelompok masyarakat / perorangan, dan lembaga luar neger yang tidak mengikat;

) dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

»  bantuan dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasl swasta

dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

dana penyesuaian dan dana otanomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

bantuan keuangan darl Kabupaten atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 29

Hibsh sebagaimana dimaksud dalam Passl 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari
pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga intérnasional, pemerintah, badan/lembaga
dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk
tenaga ahll dan pelatthan yang tidak periu dl boyar kembali

Fasal 30

(1) Pendapatan, belanja dan pemblayaan sebageimana dimaksnd dalam Pasal 24 merupakan bagian dar)
akun keuangan dasrah dengan kode tersendin,

(2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/atau program, kegiatan, kelompok, Jenis, obyek serta rincian
ooyek sebagaimana dimaksud datam Pasal 24 mempunyai kode tersenalr,

(3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibkimpun menjadi
satu kesatuan yang disebut kode rekening,

(4] Untuk memenubl kebutuhan cbiektif dan karskteristk doerah serta keselarasan penyusunan statistik
keuangan negara, perubahan dan penambahian kode rekening rincian objek belanja diatur dengan
peraturan kepala daerat.

Wi

Bagian Keempat
Belanja Daerah
Pasal 31

(1) Belanja daersh dipergunakan dalam rangke mendang pelokeansan urusan paineriniahan  yang
menjadi kewenangan kabupaten yang terdin darl urusan walit, urusan pihar gan urusan yang
penanganannyd dalom Gogin otau Didany Letenie vang Jopal dilaksanakan wersania  antara
permerintah dan pemenintah daermh yany gitetapkan detngan ketcntuan perundang-undangan,

(2) Belanja penyelengguraan unusan wolib sebagaimany dimaksud pada ayat (1) dipriontaskan untuk
melindungl dan meningkatkan kualiths kefidupon mesyarakal dalam upaya momenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelsyanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistern jaminan sosial,

(3] Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan medalui
prestasl kerja dalam pencapaian standar poiayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Fasal 32

(1) Kasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dan beianja urusan wajib dan belanfa urusan
pllihan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antary pemerintah dan pemerintoh daerah sesual ketentuan perundang-
undangan yang aifabarkan datam bentuk peogram dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan
wajib dan urusan piiihan.

Pasal 33
(1) Xiasifikasi balanja menurut fungsi yang Cigunake Utk Wsen seselarasan dan  keterpaduan
pengelolaan keuangan negara terdinl dar:
a.  pelayanan umum;
b, ketertiban dan ketentraman;
. ekonomi;
d. lingkungan hidup;
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2. perumahan dan fasiitas umum;
f. kesehatan;

g,  pariwisata dan budava;

h.  pendidikan; serta

8 perlindungan sos.l

Pasal 34

Gasfikasi befanja menurut organisasi setagaimant dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disasuaikan dengan
iusunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah

(4
(2

(1)

(2
(3

Pasal 35

Kiasifikasi belanja menurut program dan kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
disesuatkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah, daftar
program dan Keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala akan disempumakan
sesuai dengan perkembangan kebutuhon dagrah,

Pasal 36

Beianja menurut kelompok belanjo sebagainwna dirmaksudt datam Fasal 24 ayat (2) terdic dari:

3.  belanja tidak langsung; darn

b.  belanja ngsung.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 merupakan belan)a
yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan peloksznaan program dan keglatan,

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud paga ayat (1) huruf b merupakan beianja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya,

Parageaf i
- Belanja Tidak Langsung
Pasal 37
Keiompok belanfa tidak langsung sabagamana wimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut
Jenis betanja yang terdiri dari:
4. belanja pegawal,
b. bunga;
c.  subsidi;
¢. hibah;
& bantuan scsial;
. belanja bagl hae!l;
g bantuan keuangan; dan
h.  belanja tidak terdugs.

()

()

(1

ity

&)

Pasal 38

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud calam Pasal 37 huryf & adalah belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawal negeri sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah
dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan fainnya yang ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belonja pegawal.

Pasal 39 o
Pemerintah Daerah capat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawal r--eor sipil daerah
berdasarkan pertimbangan yung obyektil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuor DPRD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Tambahan penghasilsn sebagaimanra dimassud p % ayat (1) cbenkan dalam rangka peningkatan
kesejahterasn pegawal berdasarkan bebon Setjo atau tempat bentuges atau kondisi kerla at@u
kelangkaan profesi atau prestas kerja,
Tambahan penghasilan berdasarkan betan herja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada pegawal negerl sipil yang dibebani pekeraan untuk menyelesalkan tugas-tugas yang dinital
melampaul beban kerja normal.
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Tambiahan penghasilan berdasarkan tempat Lertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlkan
kepada pegawal neger sipil yang dalam meksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat
kesulitan tinggi dan dacrah terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisl kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada pegawal negeri sipil yang dalan nwlaksanazon tugasnya perads paca lingh...gan kerja yang
memiliki resiko tinggl.

Tambahan penghasilan Derdasarkan heiwngkaan profest sebasaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pegawal negeri sipll yang dalam mengemban tugas memilikl ketrampilan khusus dan
langka,

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada pegawal negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilal mempunyal prestasi kerfa.
Kriterls pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 40

klanjd bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk menganggarkan
xmbayaran bunga utang yang difitung atas kewajiban pokok utang (principa/ outstanding) berdasarkan
serjanjian pinjaman jangka pendex, fangka menengah, dan fangka panjang.

ity

()
O
(%)

(5}
(6)

n

(3

(@)

(3)

(4)

{1
2
(3)
(4)

Posal 41

Belanja subsidi sebagaunana dimaksud dalom Pasal 37 huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya produksi kepsua perusahaan lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasifkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,

Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga
yang menghasilkan produk atau jasa di bidany pelayanan dasar masyarakat.

) penerima belanja subsidl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terebih
dahulu dilskukan audit kinerja dan audit keuangan,

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembags audit Independsn yang
memenuhi kiiteria dan persyaratan yang litcwspkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundany-
undangan.

Audit keuangan sebagaimana dinaksud paca ayat (3) dilskukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pertangol nglawaban pelaksanaan “PBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud
pada age .-(;;3 wajib menyampaikan laporan pertar ggungjawaban pengounaan dana subsidi kepada
Belanja subsidi sebiaysimana dimaksud poda ayat (1) dianggarkan sesual dengan keperiuan
perusahaan / lembaga penerima subsidi dolam peraturan daerh tentang APBD yang persturan
pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepata daerah,

Vagal 42

Belanja hibah sebaguinana dimeksud daliy Fass 37 hurl o digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk wang, buarany cany otive jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, dan kelompok masyarakat! perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.

Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dinggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhl
seluruh kebutuhan belanjs urusan wajib guna nmzemenuhl  standar pelayanan minimum yang
ditetapkan dalani peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyal nitai
ekonomis bagl pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau
Pemerintah Daserah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan,

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk harang atav Jasa dapat diberikan kepada
pemerintah daerab tertentu sepanjang ditetupkan datam peraturan perundang-undangan,

Pasal 43

HIbah keposda pemerintah  bertujuan  untis, menamang  peningkatan  penyelenggarsan  fungsi
Pemerintahan di Daerah.
Hibah kepada perusatan caeran bemujuan untuk menumang penmgkatan  pelavanan  kepada

masyarakat,

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk MeNUNang peningkatan penyeienagaraan
pemerintahan daerah dan layanan dasar umur.

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasts don/atau kelompok masyarakat/per- 3ngan bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggarasn pembangunan daerah,
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Pasal 44

Belanja Hibah sebagaimang dimaksud galam Pasal 93 ayat (1) bersfat bantuan yang tidak
mengikat/tidak secars terus moenerus don narus Glgunakusn sesud dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam naskan penanjan hibanh deerah

Belanja hibah kepada pemerintah dikelols sesusl dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada
pemerintah daerah fainnya dan kepada perusahaan doerah, badsn/lembaga/organisasi swasta dan/
atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme AP3D sesusl dengan peraturan
perundang-undangan,

Fasal 45

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e ~unakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang
bertufuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan sosial setagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak
berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
Untuk memenuhi fungsi APBD sebagal instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan
pelayanan dan kesejshteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uzng dapat dianggarkan apabila
pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanjs urusan wajib guna terpenuhinya
standar pelayanan minimum ying ditetapkan calam peraturan perundang-undangan,
Jumiah bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
tinggl 2,5% (dua setengah per seratus) der jumiah pendapotan daerah yang dianggarkan dalam
tahun anggaran berkenaan,
Bantuan kepada partal politik sesual dengan xetentuan peraturan perundang-undangan dianguarkan
dalam bantuan sosial,

Pasal 46

Belanja bagl hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf | digunakan untuk menganggarkan dana
bagi hasit yang bersumber dari pendapatan Kabupaten ki sada Pemerintah Distrik, Kelurahan dan Kampung
sesudl dengan ketentuan perundang-undanagan,

(1)

@)

E)

(%)

(1)

(2)

Fasala 47

Bantuan keuargan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atsu khusus dan Kabupaten kepada pemerintah Distrik,
Kampung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangzn,

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah bawahan penerima bantuan,

Bantuan keuangan yang bersifal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan aleh Permerintah Kabupaten Sarong

Pemberl bantuan bersifat khutus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBG stuu amgaran pendapatan gan belanfa daerah bawahan
penerima bantuan,

Pasal 48

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h adalah belanfa untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang scperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tshun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
sebagaimana dimaisud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-buktl yang sah,

Paragraf 2
Belanja Langsuny

Mgl 49

Keiompok Delania Rngsung darl sustu Kegiaton cobagaimiana dimaksyd dolam Pasal 36 ayat (1) huruf b
didagi menurut jenis belanja yang terdin dar

8.
b.
(

telanja pegawal;
belanja barang dan jasa; dan
teianja modal.



Pasal 50

Belania pegawal sebagaimana dimaksud dalom Pasal 37 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Fasal s

(1) Belanja barang dan A% bugalmians  Wimaksue calem Pesal 49 huruf b digunakan untuk
pembelian/pengadaan bareng yang nilal manfsatrya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemenntahan,

(2 Pembelian/pengadaan barang dan/atay pemakaian jasa dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja
barang pakal habis, bahan/material, Jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/geduna/audang/ parkir, sewa sarana mobiiitas; sewa alat berat,
sewa perlengkspan dan peraiatan kantor, makanan dan minuman, pakalan dinas dan atributnya,
pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perfalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas
dan pemulangan pegawal,

Pasal 52

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud daiai Pasal 49 huruf © merupakan pengeluaran yang dilakukan
daiam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyal nilal
manfaat lebih darl 12 (duabetas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, sepert! dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, alan, irigas! dan Jaringan, dan aset tetap
lainnya.

(2] Nlai pembelian / pengadaan atau pembangunan aset telap berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dianggarkan dalamn belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

(3) Belanja honcrarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh
setiap aset yang dianguarkan pada belanja modal setagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
pada belanfa pegawai dan/atay belanja barang dan fasa.

daglan Kellma
Surpius / (Defisit) APBD
Pasal 53

Sefsih antara anggaran pendapatan doersh dengan anggaran belanju daerah mengakibathar, lerjadinya
Surpius atau defisit anggaran.

Pasal 54

(1) Surplus anggaran terjadi apatita anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran
belanja daerah.

(2) Dalam hal aNgoorsN WipeiRkuskal wirplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi
pemerintah daerah dan perdanaan belinia peningikatan faminan wosial

vasatl 5%

(1) Defisit anggaran tersadl SpPABEa anggoran pentapatan daerab diperkirakan lebih kecii darl anggaran
belanja daerah.

(2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan urtuk menutup defisit tersebut yang
clantaranya dapat bersumber darl sisa hetsih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnys, hasil
penjualan kekayaan daerah yang diplsahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kemball pemberian
pinjaman dan penerimaan piutang.

Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah
Pasal 56

Pembiayadn daerah sebagaimana dinaksud Mol Pasal 12 syat (1) huref ¢ terdin dar penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pemblayaan,

Pasal 57

1) Penerimaan pemblayaan sebagamans @makeu datsm Pasal 55 fwncakug

3. SILPA tabun angoaran secelumina:
b.  pencairan dana cac angan;
€. hasil penjuatan kekayaan dasrah yang dipisah an;

| — —



-19-

g.  penerimaan pinjaman;
e.  penefimaan kembali pemberan pinjaman; dan
f. penerimaan plutang.
(1) Pengeluaran pemblayaan sebagaimany dimiksue dalam Pasal 54 mencakyp:

4.  pembentukan dong cadaiwgan
b.  Investasi pemerintah daeah,
C.  pembayaran pokok utann; don '
d.  pemberian pinjaman
Pasal 58

(1) Pembiayaan neto merupakan selisin antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,
(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya
Pasal 58

SLPA tahun anggaran sepelumnya sebagaimana dimaksuC dalam Pasal 57 ayat (1) hure! 3 mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana penmbangan, pelampauan penerimaan lain-
kin pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pemblayaan, penghematan belanja, kewafiban
kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan,

Paragraf 2

Dana Cadangan
Pasal 60

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanal kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan calam saty tahun anggaran,

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimons dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan peraturan
daerah,

(3) Peraturan daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencokup penetapan tujuan, besaran, dan
sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayal dari dana cadangan tersebut,

(4) Rancangan peraturan dserah tentang pembentukan dana cadarigan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangun peraturan daerah tentang APBD,

(8) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala dacrah borsamasan dengan penetapan rancangan peraturan
daerah tentang APBD.

(6) Dana cadangan vang dibentuk setagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dar| penylsihian
atas penerimaan daerah, kecual dari dana alokasi khusus, pinjaman dasrah dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertenty berdasarkal peraturan perundang-undangan,

ratagrat 3
Hasil Penjualan Kekayaan Doeran yang dipisahkan
Pasal 61

(1) Hasil penjuaian asset kekayaan caerah yang dipsankan digunakan antara lain untuk menganggarkan
hasil penjualan perusshaan milk daerah/BUMD dan penjualan aset millk pemerintah daerah yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

(2) Penjunion asset pelelangan/kekaysan doeral: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dHakukan oleh
dibentuk Tim Pelelangan yang diselenggarakn oleh Pemerintat Daerah dengan Persetujuan DPRD.

Paragraf 4
Feneviimaan Pinjaman

Pasal 67

Penenmaan pinjaman digunaken untuk Menganguorkan | nernimaan pitjaman gasrah termasuk pengrimaan
atas penerbitan obligast dasrah yong akan orvalisasivan pada tohun anggaran berkensan,

Paragrat S
Ferenmaan Plutang
Pasal 63

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penetimaan fang bersumber dari pelunasan plutang
pihak ketiga, seperti berupa penerimaan pistang daerah darl pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah
daerah lain, lembaga keuangan bank, lembags keuangan bukan bank dan penerimaan plutang lainnya.



Paragraf 6
Investasi Pemerintah Daerah
Pasal 64

Investasi pemerintah daerah diguiskan  witis menganggarkan kekaysan pemerintah  daerah yang
diinvestasikan baik dalam jangkn pendek maupun jangks panjeng

Pasal 65

(1) Investasi jangka pendek merupakan Investas) yang dapat segera diperjualbelikan / dicairkan, ditujukan
dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang darl 12 bulan,

{2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3
(tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian
Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendzharaan Negara (SPN).

{3) Investasl jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dar 12
(duabelas) bulan yang terdin dari investasi permanen dan noy parmanen.

(%) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibell
pemerintah daerah dalam rangka mengendali¥an suatu badan usaha, misalnya pembelian surat
berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang
dibell pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan beik dalam dan luar negeri; surat berharga
yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhl kebutuhan kas jangka pendek.

{5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimillkl secara
berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjuaibelikan atau tidak ditark kembali, seperti kerjasama
daerah dengan pihak ketiga dolam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan
modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan Investasi permanen lainnya yang dimilik|
pemenintah daerah untuk menghasilian pendapatan atau meningkatkan pelayanan  kepada
masyarakat.

(8) Investasi non permanen sebagainisna dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau ada niat untuk diperjua pelikan atau ditarik kemball, seperti pembelian obligasi atau
surat utang Jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimifikl sampai dengan tacggal fatuh tempo,
dana yang disisinkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemhberdayaan masyarakat sepert!
bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergullr kepada kelompok masyarakat, pemberian
fasilitas pendanaan kepaca usaha mikro dan menen ah.

(7) Investasi pemerintah daerah dapst dianggarkan a ablla jumlah yang axan disertakan dalam tahun
anggaren berkenaan telah ditetapkan dalom peraturan deerah atuu Keputusan Bupati tentang
penyertaan modal berkenaan,

Varagraf 7
Peinbayaran Pokok Utang
Fasal 66

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimakuug dolum Pasat 56 ayat (2) huruf c digunakan untuk
menganggarkan pembayaran kewajiban atas posok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian piniaman
jangxa pendek, Jangka menengah, dai Jangka panjang,

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Azas Umum
fasal 67

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupasten didanai darl dan atas beban
APBD.

rasal 68
(1) Seluruh penerimaan dan pengeiuaran pemerintahan daeah balk dalam bentuk usng, barang dan/atau

Jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APED,
(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukuem penganggaran,
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Pasal 69

Anogaran belanja deerall diprioritaskan ituh mdlaksanakae hak dan kewsiiban pametintabian daemn
sebagaimana ditetapkian dalsm peraturan perundoog-undangan

rasal 70

APED merupakan rencana keuangan tahunan peserintahan daerah yang disetujul oleh DPRD dan ditetapkan
dengan peraturan daersh,

(4)

(2

3)

(1)

(2)
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Baglan Kedua
Rancana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 71

Untuk medyusun APBD, Pemerintah Davrah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPIMD
dengan mengounakan bahan darl Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) talun yang mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonoml daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana ¥erja yang terukur dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat,

Kewajiban daerah sebagalmana dimalsud pada ayat (2) mempertimbangkan prestas capalan standar
pelayanan minimal yang ditetapkan sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan RKPD diselesaikan paling lamt 1t akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
Tata cara penyusunan RKPO sebagaimara dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan,

Baglan Ketiga
Kebijakan Umum \PBD serts
Prioritas dan Plafon Ang garan Sementara
Paragraf 1
Kebijakan Umum APBD
Pasal 73

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA Lerdasarkan REKPD den pedoman pen; .aunasy APSD yang
ditetapkan Menter Datam Neguri setiop tahun,
Pedoman penyusunan APBD sebagsimana dimaksud pada ayat [ 1) memuat antara lain:

3. pokok-pokok kebljakan yang inemust sikronisasi kebijokan gemerntah dengan pemerintah
daerah;
b, prinsip dan kebijakan penyusunan AVH0 tahun anggaran berkenaan;
¢ teknis penyusunan APRD; dan
d.  hak-hal khusus lainnya.
Pasal 74

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur darl setiap urusan pemerintahan
daerah yang disertal dengan proyeksl pendapatan daerah, alokasl belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertal dengan asumsi yang mendasarinya,

Asumsl yang mendasari sebegaimena dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan
permba:?]an ekonomi makro dan perubaban pokok-pokok kebijakan fiskal yang dietapkan oleh

Pasal 75

Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), Xepata Doerah dibantu
oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah,

Rancangan KUA yang telah disusun sebagamana dimaksiad pada ayat (1), dsampaikan oleh Sekratarls
Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daersh kepada Kepala Daerah, paling lambat pada
awal butan Juni,
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Pasal 76

Rancangan KUA sebagaimatie dirraksud gaiain Pasal 75 ayat (2) disainpaikan Kepala Daerah kepada
DPRD paling tambat pertengahan, buten Junl tahun anggarsn berjalon untuk dibahas datam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun ALQGEn berikutiya

Pembahasan sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) dilokukan oleh tim anggaran pemerintan daerah
bersama panitia anggaran DPRD. N

Rancangan KUA yang telsh dibahas seb Igaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati
menjadi KUA paling lambat minogu pertama bulan Juli tabun anggaran berjalan.

Paragraf 2
Prioritas dan Plafon Ang jaran Sementara
Pasal 77/

Berdasarkan KUA yang telan disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), pemerintah
daerah menyusun rancangan PPAS,
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

. menentuxan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;

b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; can

C. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS yang teiah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan,
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oeh tim anggaran pemerintah daerah
bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telsh dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat {4) selanjutnya disepakati
menjadi prioritas dan plafon anggaran paling lambat akhir bulan Jul tabun angaaran berjatan,

Fasal 78

Kepala Daerah dengan pimpinan DERD.,

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan Gapat menunjuk pejabat vang diberl
wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPA.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPA
dilakukan oleh penfabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bl Ll lelipal
Panyusunan
Hencang Kot s dan Anggaran SKeD
Fasal 79

Berdasarkan noty kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat '), tim anggaran
pemerintah daerah menylapkan rancangan surat edasan kepala dsersh tentang pedoman penyusunan
RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD datam menyusun RKA-SKPD,

Penyusunan RMA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayot (1) berdasarkan
pada indikator kinerja, capaion atay target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal,

Pasal 80

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud datam Pasal 79 ayat (2), memuat rencana pendapatan, rencana
belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana
pemblayaan dirinci sampal dengan rincian objek pencapatan, belania, dan pemblayaan, serta
prokiraan maju untuk tahun benkutnya.

RKA-SKPO sebagaimana dimoksud pada ayat (1) Juga memuat informisi tetang urusan pemerintahan
daerah, arganisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestas| kerja yang akan dicapal dari program dan
kegiatan.

Mekanisme dan tats cara penyusuaan AKA-SKPD dan Kode rukening diatur lebih lanjut denagan
Peraturan Kepala Daerab.
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Bagian Keenam
Penyiapun Raperda APBD
Pasal 81

RKA-SKPD yang telah disusun okl SEFD Nisampalkan sepady PPKD untuk gibahas lebih fanjut oleh
TAPD.

Pembahasan oleh TAPD sctagaimane dimoksud ayet (1) diakukan uhtuk menelaah kesasualan antara
RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujul tabun anggaran sebelumnya, dan
dokumen perencanaan i innya, serta capaian kineria, indikator kinerja, kelompok sasaran keglatan,
standar analisis belanja, standar satuan harga, stan lar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program
dan kegiatan antar SKPO.

Dalam hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat Ketidlaksesusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 82

Rancangan peraturan daerah tentang APBED selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
lebih fanjut.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaisud pada ayat (2) dilengkapi dengan
lamplran yang terdiri darl ;

ringkasan APRD;
ringkasan APBD menurut urusan pemernntahan dagrah dan ornganisasi;
rinclan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, peéndapatan, belanja dan
pembiayaan;
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisas!, program dan kegiatan;
rekapitulast belunio daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaun keuangan doerah;
daftar jumish pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang daerah;
daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;

_ daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
daftar perkizaan penamiahan dan pengurangan aset lain-lain;
daftar kegiatan-keglatan tahun anggaran sehelumnya yang belum diselesalkan dan dlanggarkan
kembali dalam tahun anggaran in;

I, daftar dana cadangan daerah; dan

m. daftar pinjaman daerah,

on pEe
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Pusal 83

Rancangan peraturan kepala daeran tentanyg penjotaran APBO sesagaimana dimaksud dalam Pasal B2 ayat
(1) difengkapi dengan famplran yana teedin disrn

()
(2)
(3)

(4)

o

ringkasan penjabaran anggamn pendapatan daeral, belanja dacrah dan pembiayaan daerah;
penjabaran APBD menurut urusan pemerintainan daerall, organisasi, program, keglatan, kelompok,
jenis, ocbyek, rincian cbyek pendapatan, belanja dan pembiayaar

Pasal 84

Rancangan peraturan daerah tentang APED yang teiah disusun oleh pejabat pengelola keuangan
daerah dissmpalkan kepada Kepala Daerah,

Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
disampalkan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat, ,
Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APSD sebagaimana Jimaksud p*a ayat (2) bersifat
memberikan Informasi mengenai  hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan,

Penyebarluasan rancangan peraturen daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretarist Daerah.

BAB Y
PENETAPAN APHD
Bagian Pertoma
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Pasal 85

Kepaia Daerah menyampaikdn rabicangan perituran daeh tentang APBD boeterta lampirannya
kepada DPRD paling lambat paca mingy: peitama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya darl
tahun yang direncanakan untuk mendanat-an persetujuan bersama.



@)

&)

%)
{5)

1)

{2
(3

(1)

(2
(3)

(%)

(1
(2
(3)
%

o34 -

Dalam hal Kepaia Dacrah dan/stau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk
mmmmyamummkumlmam,a&mbmh
dan/atau sefaku pimpinan senentara DPRD yang menandatangan persetujuan bersama.

Pengambilan keputusan bersama DPRO dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD dilskukan pafing lambat 1 (zatu) buksn sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan,

Atas dasar persetujuan bersamy sensgaimana dimaksud pada ayat {2), Kepala Daerah menylapkan
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, *
Mmmmmmwmnwmammumayau)m:mmm

Pasal 86

Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) menyesuaikan dengan batas waktu pengambilan persetujuan
bersama atas rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana distur dalam tats tertib DPRD
masing-masing daerah,

Pembahasan rancangan peraturan doerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakat!
bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam rangka pembahasan raperda tentang APBD jka DPRD meinerlukan tambahan penjelasan
terkait dengan program dan kegiatan tertentu dapat meminta RKA-SKPD berkenaan,

Pasal 87

Apabila DPRD sampal batas waktu sebagaimana dimaksud datam Pasal 86 ayat (1) tidak menetapkan
persetujuon bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APSD,
kepala doerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sehesar angka APED tahun anggaran
sebelumnya untuk membiayal weperiuian setiap bulait,

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperiuan setiap bulan sebagainana dimaksud pada ayat (1)
dipricnitaskan untuk belanja yang bersifat me Wgikat dan belanja yang bersifat wajib,

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adslah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Dacrah dengan jumlah yang cukup
untuk keperiuan sebiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sepert! belanja pegawai,
belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adatah belanja untuk terfaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pefayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan danfatau melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga.

rasal 88

Rencana pengeluaran sebugaingiu Jena sud dulam vasal 87 ayat (2) disusun dalam rancangan
peraturan kepula daeral tentang AFeD

Rancangan Peraturan Kepala Cavral WeNting APED schagainana dimaksud pads ayat (1) dapst
dilaksanakan setelsh memperoieh pengesabian dar Gubwtnur,

Pengesahan rancangan p raturan sepald daerah tertang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat { 2)
ditetapkan dei.gan Keputusan Gubernur

Rancangan peraturan Kepala Doerah tenting APEL  sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dbengkap:
dengan lampiran yang terdin dan

ringkasan APBD;

ringkasan APED menurut urusan peimerintahan daetah dan omanisas);

rincian APED menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, keglatan, kelompok,
Jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanfa dan pembiayaan;

rekapitulas! belanja menurut urussn pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
rekapitulas! belanja daerah untuk keselarasan dan ketepaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolasn kevangan daerah;
Wmhpegmlpefgdmgmdanperjabamn:

daftar piutang daerah;

daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

daftar perkiraan penamoahan dan pengurangan aset tetap daerah:

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset ain-lin;

daftar kegiatan-kegiatan tahun anggoran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diangoarkan
kemball dalam tahun anggaran ini:

daftar dana cadangan daerah; dan

m.  dafter pinjaman daeran.

sa pew

EY oo™

—
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vasal 89

(1) Penyampaian rancangan peraturan hepala Duerah untuk memperolet pengesahan sebagaimana
dimaksud dafam Pasal 68 ayat (2) palirig Lang IS (lima belas) harl kerfa terhitung sejak DPRD tidak
menetapkan keputusan bersama  Gengar Kepala Daerzh terhadap rancangan peraturan daersh
tentang APBD.

(2) Apabila dalam batas wakwy 30 (tiga puluh) heri kerja Gubernur tidak mengesahkan rancangan
peraturan kepala daerah tentang APSO sebagaimana dimaksud pada ayat ., Kepala Daerah
menetapkan rancangan peraturan kepaia daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 90

Pelampuan batas tertinggi dari jumiah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal §7 ayat (2), hanya
diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenakan gaji dan tunfangan PNS serta penyediaan
dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagl hasil pajak daerah
¢an retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang,

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Pasal 91

{1) Rancangan Persturan Ooeral Kabupaten tentang APBD yang tetah disetujui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APED sebelum ditetapkan oieh Bupati paling lambat
3 (tiga) hari kerja disampaikan teriebih datiuiy Kepada Gubemur untuk dievalussi,

(2) Penyampaian rancangan sebegaittiany dimansud pads ayat (1) gisertai dengan;

& persetujudn bersama antara pemenntah daeral dan DPFRD terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD;

b. KUA dan PPA yang disepakati antara Repata Dacrah dan pimpinan DPRD;

¢ risalah sidang Jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan

d. nota keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada
sidang DPRD;

(3) Evalvasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) agar rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang
APBO dan rancangan peraturan Bupst tentang penjabaran APBD tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

(%) Evaluasl sebagaimana dimaksud pada b (3) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara
kebijakan daersh dan kebijakan nasionn!, keserasion antara kepentingan publik dan kepentingan
aparatur serta untuk meneliti sefauh mana APBD Kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebifi tingg: Jan etaturan dacrah lainnya yang berlaku o Kabupaten

(5) Untuk efektivitas pelaksanaan evaiuas! febagaim na dimaksud pada ayat (1), Gubernur  dapat
mengundang pejabat pemerintah dacrah Kabupaten yang terkait

(6] Hasll evaluasi sebagaimana dimaksud pada aydt (1) dituangian dalam Keputusan Gubernur dan
disampaikan kepada Bupati paiing fambat 15 (e belas) han keda terhitung sejak diterimanya
rAancangan dimaksud.

(7) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesual dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggl, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupatl.

(8) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan perasuran deerah tentang APBD dan
rancangan peraturan Bupati tertang penjabaran APED bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang ‘ebin tinggl, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan

_ paling tama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasl.

(9) Apabfla hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan
mmnmdwahmmdanwnmgmmmaumumM penjabaran APED
menjadi Peraturan daerah dan Peraturan Bupatl, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupatl dimaksud eakaligus menyatakan berlakunys pagu APBD tahun sebelumnya,

Pasal 92

Evaluasl rancangan peraturan daerah tentang APBC den rancangan peraturan kepela daerah tentang
penjabaran APED berpedoman pady persturin Moiter Daom Neger vomar 13 Talwn 2006,



Fasal 3

(1) Paling lama 7 (tujuh) hani kerjo setelal pembatatan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 91 ayat {9),
Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut peraturan dacrah dimaksud,

(2) Pencabutan peraturan doerah sebagaimora dimaksud pads oyat (1) dilakukan dengan peraturan
daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD, .

(3] Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APSD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (9), ditetapkan dengan peraturan kepala dasrah,

Pasal 94

Bupati menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten tentang
APBD dan rancangan peraturan bupatl tentang penjabaran APBD kepada Gubernur,

Pasal 9.

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (8), dilakukan kepala
daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dljadikan dasar penetapan peraturan
daerah tentang APBD,

{4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada syat (3) bersifat final dan dilaporkan pada
sidang paripurnia berikutnya,

(%) Sdang paripurna berikutnya sebagalmana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidanyg paripurna
pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan duerah tentang APBD.,

{(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dinaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur bagl
APBD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan,

(7) Dalam hal pimpinan DPRO berhalangan tetap, mala pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan
pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Fenjabaran APBD
Pasal 96

(1) Rancangan peraturan daerah temtang AFBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD yang telah wievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan kepala duerah tentang penjabaran APSD,

(2) Penetapan rancangan peraturan duerah tentang APHO dan peraturan  kepala dsersh tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud paca ayat (1) difakukan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalom hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pefabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku penjabat / pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peratursn daerah
tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APSD.

(4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APED dan peraturan kepala deerah tentang
penjabaran APBD kepada Gubemur paiing lama 7 (tujuh) hari kerja setwlah ditetapkan.

UAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 97

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daeran adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

(2} Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.

(3) Anggota DPRD odalah mereka yang diresmikan keanggotsannys sebagal Anggota DPRD dan telah
mengucapkan sumpah Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sefain yang telah
ditetapkan menduduki jabatan sebagal Pimpinan DPRD,

(4) Hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggots DPRD yang diberikan galam rangka melaksanakan tugas dan
fungsinya selaku Pimpinan dun Anggota DPRD yang dixtur dengan Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada ketentuan peratursn perundang-undangan yang beriaku.
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BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 98

1) Kepala Daerah dalam melaksanskan tugas dan fungsinya sebagal pejabat negara diberikan hak-hak
keuangan daiam bentuk gaji dan tunjangan.

(2) Kepala Daerah diberlkan biaya penunjang Jperasional dalam rangka menunjang kegiatan operasional
dalam rangka koordinasi, penangqgulangan kerawanan scsial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan
lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang disesuaikan dengan
kondisi keusngan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehernatan,
kepatutan dan akuntabel.

(3} Hak-hak Keuangan Kepals Daerah dan Wakil Kepila Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku,

BAB IX
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Fasal 99

(1] Semua penerimaan dacrah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah dikelola dalam APBD. T

(2) Setiap SKPD yang mempunyal tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib
melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapk: n dalam peraturan perundang-undangan.

{3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuall ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.

(4) hdapmm SKPO berupa uang atau cek harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari

(5) Jtml;h belanja yang dianggarkan dalam APED merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebunkan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cubup tersedia datam APED

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayet (5) dapat dilakukon jika dalam keadaan danusrat, yang
selanjutnya diusulkan dalan rancaiyan pecatsitan APEL dan'atao disampaikan datam laporan realsas

anggaran,

(8) Kriteria keadaan darurat sebagahnang dinareud pach oyt (0] ditetapkan sesual dengan peratursn
perundang-undangan.

(%) Setiap SKPD diiarang melakukan pengersoran atas beoan anggaran daerah unluk tujuan lain dar yang
teiah ditetapkan dalam APBD,

(10)Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tdak mewah, efekt¥, efisien dan sesual
dengan ketentuan peraturan perundany-undangat,

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Asas umum
Pasal 100

(1) Semua pendapatan daeroh dioksanakan mellul rekening bas umum daerah dan tidik dapat

dipergunakan langsung untuk pengeluaran
(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukt! yang lengkap dan wah

Paragraf 2
Pendapatan Daerah
Pasal 101

(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatai doersh wajib mengintensifkan pemungutan pendasatan
yang menjadi wewenang dan targgung Jawabnya,
(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain datl yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
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Pasal 102

, rabat, potongan stou pendapatan luin dengan nama dan calam bentuk apa pun yang dapat dinilal
uang, balk secara langsung sebagal akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau
Madaan barang dan Jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagal akibat
dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas

lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 103

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan cilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan
yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebiban pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan
pada rekening belanja tidak terduga

(3) Pengembalian scbagaimana dimaksud s ayat (1) dan ayat (2) harus didukurg dengan bukti vang
lengkap dan sah,

Pasal 104

Semua pendapatan dane perimbangan dan lain-lain pendapatan daeran yang sah dilaksanakan melalul
reening kas umum daerah dan dicatat sebagal pendapatan caerah,

Bagian Keeampat
Pelsksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 105

m Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktl yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pefabat yang
berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APED tidak dapat cilakukan sebelum rancangan
peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditermpatkan dalam lembaran daerah.
{4) Pengeluaran kas sebagaimane dimaksud poda ayat (3) tidak termasuk untuk befanja yang hersifat
, mengikat dan belanja yang bersifol walib yang ditetapkan dalam Peraturan Xepala Daerah,
(S) Belanja yang bersifal mengikist dan belani yang bersifat walib sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku ketentuan Pasal 87 ayat (3) dan ayit (4) peraturan daerah ini

rasal 106

(1) Pemberian bantuan sebagaimana Gimaks i1 Galam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan
Kepala Daerah yang diatur berdasarkan |'eraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemberian dan
pengeloiaan bantuan,

(2) Untuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pencnma bantuan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban e nggunaan dana bantuan \epada Kepala Dacrah secara proposional sesual
institusi, kelompok masyarakat dan perorangan yar ] menerima bantuan tersebut,

(3) Mekanisme penyampaian laporan pertanggungja vaban dana bantuan diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Bupati,

Pasal 107

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanje tidsk terduga yang dianggarkan dalam APBD uniuk mendanal
penanggulangan bencana alam, bencana susial, yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat
tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan saerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2] Keputusan Kepals Doeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung seink keputuson dimaksud ditetapkan,

vasal 108

Bendahara pengeluaran sebagal wojid pungut pajok penghasilan (PPR) dan pajok lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada barnk
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagal bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



rasal 109

Untuk kelancaran pelaksenaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat
diverikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluatan,

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Paragraf 1 v
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
Pasal 110
ES& lebih perhitungan anagatan (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pemblayaan yang
digunakan untuk:

3,  menutupl defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada reatisasi belanja:
b, sumber pembiayaan untuk mendanal pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
t. kewajiban lainnya yang sampal dengan akhir tahun anggaan belum disziesaikan,

Pasal 111

{t) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana cimaksud dalam Pasal 110 huruf
b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kemball oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD
(DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya,

(2) Untuk mengesatikan kembali DPA-SKPD munjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun
keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumiah anggaran yang disabkan dalam DPAL-SKPD seteiah teriebih dahulu dilskukan pengufian
“sebagal berikut:

a. sisa DPA-SKPD yang bedum diterbitian SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang
bersangkutan;

b, sisa SPD yang baium diterbitkan SPID; dan

t. ~ SP2D yang belum divangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar
pelaksanaan penyelesalan pekerjaan don ponyelesaian pembayasran,

[taragral 2
Dona Cadangan
Pasal 112

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tefsenc r atas nama dana cadangan pemerintah daerah
yang dikeiola oleh BUD.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayal program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam peraturan deerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupl untuk melaksanakan program dan
keglatan,

(%) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebegaimana dimaksud pada ayat (3) dena cadangan
dimaksud teriebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah,

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumiah pagu dana cadangan
yang akan digunakan untuk mendanal pelaksanaan kegiatan dalarn tahun anggaran berkenaan sesual
dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan sutdt perintah
pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPD,

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud padd avat (3) telsh selesal dileksanakan dan
target kinerfanya telah tercapal, maka dana cadangan yang mash tersisa pada rekening dana
cadangan, dipindahbukukan ke rekening ks umum dacrah

VYasal 113

(1) Dalam hal dona cadangan yang diteinpatian pada rekening dana cadangan belum digunakan sesual
gengan perustukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portefolio yang memberikan hasil
tetap dengan risika rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam  portofolio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan
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Portofolic sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputs

3. deposito;

b. sertifikat bank indonesia (SB8L);

c. surat perbendaharaan negara (SPN);

d, surat utang negara (SUN); dan

e, surat berharga 2innya yang dijamin pemerintah.

Penatausahsan pelaksanaan program dar keglatan yana dibiaysl dari dana cadangan dipariakukan
sama dengan penatausahaan pelaksanaan jrogram/ kegiatan lainnya,

Paragraf 3
Investasi
Pasal 111

Investasi awal dan penambahan investasi deatat pada penyertaan modal (investasi) daerah dalam
pengeluaran pembiayaan,

Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalinan Investas: dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan (divestas) modal) dalam pererimaan pembiayaan.,

Paragraf 4
Minjaman Dacrah dan Obligasl Dacrah
Pasal 115

Penerimaan plnjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalul rekening kas umum dacrah.
Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman péhak kain,

Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) yang digunakan untuk melayani
kepentingan unium dan/atau yang dilindungl berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh
dijadikan jaminan pinfaman daerah,

Kegiatan yang diblayal dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan
tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

2 Pasal 116

 Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjeman daerah dan ouligas: daerah.

Pasal 137

Pemerintah daerah wajib melsporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada
Menter] Keuangan dan Menterl Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinfaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini atas:

a. jumiah penerimaan pinjaman;
b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
¢, sisa pinjaman,

Pasal 118

Pemerintah deerah waijib membayar bunga gan pokuk utang dan/atau cbligasi daesah yang telah jatuh
tempo.

Apabifa anggaran yang tersedia dalam APBO/pesubanan APSD bdak mencukupl untuk pembayaran
bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah
dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahulul perubahan atau setelah perubahan APBD.
Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayet (2) diaporkan kepada DPRD dalam
pembahasan awal perubahan APBD stau datam laporan reallsasi anggaran,

pasal 119

Apablia anggaran yang tersedin dalam perubaban APBD Udak mencukupe untuk pernbayaran bunga dan
cicilan pokok utang dan/atau obligasl daerah yang jatuh tempo, kepaia daerah dapat melakukan
pelampavan pembayaran dan metaporkannya dalam laporan realisasl anggaran kepada DPRD,

)

Pasal 120

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicllan pokok utang dan/atau obligasi daerah
yang jatuh tempo.
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Pembayaran bunga pinjaman dan/dlau obugas: doeran dicatat pada belanja bunga dalam belanja
daerah

Pmmayara' ran denda pinjaman dan/atau obligasi daersh dicatat pada belanja bunga datam belanja
daerah.

Pembayaran pokok pinjaman dan/atsu obiiges daerah dicatat pada cicilan pokok utang yang jatuh
tempo dalam pengeluaran pembiayaan,

Pasal 121 <

Pengelolaan obligasi doerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah,
Peraturan kepsla daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur
mengenal:

penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termiasuk ketijakan pengendalian
resiko;

perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjamarn daerah;

penerbitan obligasi daerah;

penjualan obligasi daerah moialul iesang dan/atau tanpa Welang;

pembelian kembalt obligasi daerah sebeium fatuh tempo;

peluniasan; dan

aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligas| daerah.

w

ampapre

Poragraf 5
Piutang Daerah
Pasal 122

Setiap pejabat yang member! kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib
mengusahakan agar setiap piutang doerah diselesalkan seluruhnya dengan tepat waktu.

PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan plutang atau tagihan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKFD.

Piutang atau taglhan daerah yang tidek depat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo,
disalesaikan menurut peraturan perundang-undangan,

Pasal 123

Plutang daerah lenls Lertenii mempuliyal pronitas untuk didahulukan penyelesaiannys sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

Jenis plutang daerah sebagaimane duiaksud poda oyat (1) antats lain piutang pajak daersh, putang
retribusi daerah, dan plutang daeruh lainnye yang diatur tersendin dalam peraturan perundang-
undangan,

Pasal 124

Penyelesaian piutang daerah yang terjadl sebagal akibat hubungan keperdataan dapatl dilarukan
melalul perdamalan, kecuzli mengenal plutang daerah yang cara penyelesaiannya sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian plutang daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat ditakukan dengan cara
penghapusan piutang daerah,

Penghapusan piutang daerah sebagaimansa dimaksud pada ayat (2) dapat dihapuskan secara mutlak
atau bersyarat darl pembukuan, kecuali mengenal plutang daerah yung cars penyelesalannya diatur
tersendiri dalam peraturan perundang-undangan,

Penghapusan sebagaimana dimaksud pado ayat (3), sepanjang menyangke. plutang daerah,
ditetapkan oleh:

3. Kepala Daerah untuk jumiah sampai dengan Rp 5,000,000.00C,00 (Yima millar ruplah);

b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumiah lebéh dari RpS5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Tata card penghapusan plutang caerah sebagaimana dimeisud paGa ayat (4) sesuai cengan

ketentuan peraturan perundang-undarngan

Fasal 125

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan, menyclesaixan penagihan dan menatousahakan piutang
caerah.

Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD
menyiapkan bukti dan administr3si penagihan,



rasal 126

) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisas penenmaan piutang kepada kepala dacrah.
) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan
dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII :
PERUBAHAN APBD
Baglan Pertama
Dasar Ferubahan APBD
Pasal 127

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila tenoas

a, perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA:

b. keadaan yang menyshabkan harus dilakukan pergesean anggaran antar unit organisasl, antar
kegiatan, dan antar jenis belan)a;

¢. keadaan yang menyebabkun saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam
tshun berjalan;

d. keadoaan darurat; dan

e. keadaan lusr biasa.

{2} Petubahan APBD hanya dapat difskukan 1 (setu) kali datarm 1 (satu) @hun anggaran, kecuali dalam

keadaan luar biass,
Bagtan Kedua
Kebijakan Umum serta
Priaritas dan Platon Anggaran Sementara Perubahan APGD
Pasal 128

‘(1) Perubahan APBD disebabkan perikembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA sebagaimana

: dimaksud dalam Pasai 127 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak
tercapainya Indikator-indikator skonoml makio dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan
dalam KUA.

(2) Kepala Daerah memformulasikar hal-lwl yang mengakitatkan tedadinya perubahan APBD

i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) kedalam rencangan kebijgkan umum perubahan
APBD serta PPAS perubahan APBD.

(3} Dalam roncangan kebijakan umum peruoshan AFBL serta PPAS perubiahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan:

3. perbedaan asurnsi dengan KUA yang dietapkan sebelumiya;

b, program dan kegl tan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubshan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan . PEO tahun anggaran berjalan.

¢, capalan target kinerjo program dan keglatan yang harus dikurangl dalam perutahan APBD
apabila asumsi KUA tidak tercapal.

d. capaian target kinerda program dan kegiatan yang harus diingkatkan datam perubahan APBD
apabila melampaur asumsl KUA,

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APED sera PPAS pérubchan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling mmbat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun
anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubaban APED serta PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnys disepakatl menfadl kebijakan umum perubahan APBD serta
PPA perubahan APBD paling lambat minggu kerdua bulan Agustus tahun anggaran berjalan,

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap roncangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
diperkirakan pada akhir bulan September tabun anggaran berjalan, supaya dihindari adanya
W xegiatan pembangunan fisik didalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan

Pasal 129

Kebijakan umum perutahan APBD serta PPA perubahan APED yang teiah disepakat secegaimana dimalsude
dalam Pasal 128 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani
bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD,
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rasal 130

Berdasarkan nota kusepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, TAPD menylapkan rancangan
surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuatl program dan
kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPO yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan
APBD sebagal acuan kepaia SKPD, a5

Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.  PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang
dapat diubah pada setiap SKPD besikut rencana pendapatan dan pembiayaan.

b.  sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD
dengan kinerja SKPD berkenaan sesual dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

¢ batas waktu penyampaian RXA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;

d. hal-hal lzinnya yang periu mendapatkan perhatian darl SKPD terkait dengan prinsip-prinsip
peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam
rangka pencapalan prestasl kerja.

e. dokumen sebagai lampiran meliputl kebijakan umum perubahan APBD, PPA perubahan APEBD,
kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPC, standsr analisa belanfa dan
standar harga.

Pedoman penyusunan RKA-SKPD danjatau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana

gimaksud pada ayst (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus

tahun anggaran berjalan.
Pasal 131

Tata cara penyusunan RKA-SKPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam
‘Peraturan Bupati.

(1)
(2)

{3

(1)

(2)
(3
(4)
(5)
(6)
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(1)

Pasal 132

Perubahan DPA-SKPD sepagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dapat berupa peningkatan
atau pengurangan capaian target kinerja program dan keglatan dari yang telah ditetapkan semula,
Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan keglatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diformulasikan dalam forma  dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-
SKPD).

Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian abyek
pendapatan, belanja serth pembayaan boik sebelum dilakukan perubshan maupun sete'ah perubahan.

Bayian Keliga
Fergeseran Anggaran
Pasal 133

Pergeseran anggaran amtar unit organisas,, antar keglatan, dan antar jenls belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hurdf b serts pergeseran anta: obyek belanja dalam jenis belanja
dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD,

Pergeseran antar rinclan cbyek beianja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD,

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris
daerah,

Pergesaran anggaran antar unit organsadl, antar kegiatan, dan aniar jenls belanja dilaksanakan
setelah peraturan daerah tentang perubahon APBD ditetapkan.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara
mengubah peraturan kepala dacrah tentang penjabaran APBD sebagal dasar pelaksanaan.

Anggaran yang mengalami perubahan boalk berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat
pergeseran sebougaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan
kepala daerah tenmtang penjabaran perubahan APBD,

Tata cara perguserar sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam peraturan
kepala daerah,

Bagian Keempat -
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Datam Perubahan APBD

asal 134

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnys merspakan sisa lebih  perhitungan tahun  anggaran
sebelumnya.
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anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. membayzr bunga dan pokok utang dan/atau obligasi dacrah melampauil anggaran yang
mendahulul perubahan APBO;

b. melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;

¢, mendanal kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adarya kebljakan pemerintah;

d. mendanal kegiatan lanjutan; !

e, mendanal program :an kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun ar jgaran berjalan; dan

f. mendanal kegiatan-kegiatan yang capafan larget kinerjanya ditingkatkan dari yang teiah
ditetapkan semula datam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampal
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. '

) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya wntuk pendanaan pengeluaran-pengeluaran
" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf &, huruf b, huruf ¢ dan huruf f diformulasikan terlebih
 dahulu dalam DPPA-SKFD,

4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan teriebih dahulu dalam DPAL-SKPD,

Penggunaan saido anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanal pengeiuaran-pengeludran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan teriebih dahulu dalam RKA-SKPD.

rj Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan daiam tahun

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaay Darurat
pPasal 135

{(l) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hurul d sekurang-kurangnya
memenuhl kriteria sebagal berikut:

a, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat

N diprediksikan sebelumnya;

b,  tidak diharagkan terjadl secara berulang;

! ¢, - berada diluar kendall dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d.  memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan
oleh keadaan darurat,

Dalam keadaan darurat, Pemerintab Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat menggunakan befanja tidak terdugs.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupl dapat ditakukan dengan cara:

3. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang czpalan larget kinerja program dan kegiatan
lalnnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b, memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperiuan mendesak yang

kriterlanya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Kriteria belanja untuk keperiuan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (S) mencakup:

a. program can kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan keruglan yang lebih besar
bagl pemerintah daersh dan masyarakal.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya calam tahun anggaran

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huryf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-

SKPD

Pendanaan kesadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud peda ayat (6) diformulasikan

teriebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadl setelah ditetapkannya perubahan APRD, pemerintah daerah dapat

medakukan pengeluaran yang belum temedia anggarannya, yang selanjutnya disampalkan dalam

laporan realisasi anggaran.

(10) Dasar pegelusran untuk Keglatan-keglatan sebagalmana dimaksud pada ayat (9) diformutasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah
memperoleh persetujuan Sekretaris Doerah,

(11} Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai hegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahuly ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
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Bagian Keenam
pendanaan Keadaan Luar 8iasa
Pasal 136

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ‘asal 127 ayat (1) hurul @ adalah keadaan yang
mmmmummmwmuwmmmmmmmmm
penurunan labih besar dari S09 (lima puluh persen). .

Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan selisih
(gap) kenalkan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD,

Pasal 137

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerirnaan dalam APBD mengalaml
peningkatan letih darl 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1),
maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwaian ulang/peningkatan capaian
target kinena program dan kaglatan dalam tahun angaaran berjaian,

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebin dahulu
dalam RKA-SKPD.

Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan seb>naimana dimaksud
pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD,

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahian kedua APBD.

Pasal 138

Daiam hal kejadian !uar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APSD mengalami
penurunan lebih dari 50% (lima pulub persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), maka
dapat dilakukan penjadwaian ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan.

Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
kedalam DPPA-SKPD.

DPPA-SKPD scbagaimana cimaksud pada ayat (2) digunakan sebagat dasar peryusunan rancangan
peraturan daerah tentang perubshan kedua APED.

Bagian Ketujuh
Penylapan Raperda Perubahan APBD
Pasal 139

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan daiam
perubahan APBD yang telah disusun cleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut
oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan
APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujul dan dokumen perencanaan
Rinnya, serta capaian kinerja, Indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan ninimal.

Dalam hai hasil pembahasan RKA-SKPD dan OPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang
akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesualan dengan hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan,

Pacal 140

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam

perubabian APBD yany telah dissmpurnakan cleh SKPD, disampalkan kepads PPKD untuk dibahas lebéh
lanjut cleh TAPD.

RKA-SKPD yang memuat program don kegistan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam
perubahan APBD yang telah dibahas TAPD diyadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daeran

tentang perubahan APBl' dan rancangan peraturi n kepals daerah tentang penjabaran perubahan
APBD oleh PF¥D.
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Bagian Kedelaparn
Penetapan Perubahan APBD
Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Pasal 141

n peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, befanfa dan pembiayaan yang mengalami
dan yang tidak mengalami perubahan,

Pasal 142

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APB0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri
dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya,
Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a,  ringkasan perubahan APGD;
b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c

rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan guerah, organisas, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
d, rekapituiasl perubahan befama menurdt urusan pemerintahan deerah, organisasi, program can
kegiatan;
e, rekapitulasl perubahan belanja daerah untuk keseldrasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan kevangan daerah;
f.  daftar perubahan jumiah pegawal per golongan dan pes jabatan;
. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdin
dari:
1) laporan realisasi anggaran yang teiah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun
terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
2) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebeium
.« tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan doerah 1 (satu) tahun terakhir
sebelum tahun perubahan anggran yang direncanakan;
4) catatan atas laporan keuangan yong telah ditetapkan dengan peraturan daersh 1 (satu)
tahun terakhic sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
h.  daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan
kemball dalam tahd 7 anggaran ini; dan
i, daftar pinjaman daerah,

Pasal 143

Rancangan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 terdiri dari rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APED
beserta lampirannya.

Lampiran rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir dari:

a. %bsan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
; dan
b. penjabaran perubahan APBD menurut ocganisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanfa dan pemblayaan,

Pasal 144

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang Lelah disusun oleh PPKD disampaikan
kepada kepala daegrah.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
disampaikan kipada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat,

Sosialisasi rancangan peraturan daerah lentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bersifat memberikan informasi mengenal  hak dan kewajiban pemerintah daerah serla masyarakat
dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan,

Penyebariuasan rancangan peraturan daerah tentang perubahian APBD dilaksanakan oleh sekretariat
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Paragral 2
Penyampalan, Pembahasan dan Penetapan KRaperda Perubahan APBD
Pasal 145

{1) Kepala Daerah menyampalkan rancangan peraturan dacrah tentang perubshan APBD, beserta
ampirannya kepada DPRD paing lambat minggu kedua Septembar tahun anggaran berjalan untuk
mendapatkan persetujuan bersama,

(2) Penyampaian rancangan peraturan diserah SeDIgHmana dimaksud pada ayat (1) disertal dengan nota

. keuangan perubahan APLD.

(3) OPRD menctapkan agenda pembanasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada

1).

M mm rancangan peraturan daerah borpedoman pada kebijakan umum perubshan APBD serts

" PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepaka daerah dan pimpinan DPRD.

{5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujul rancangan peraturan daerah tentang perubahan

! APSD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumn tahun anggaran
yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
i peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Pasal 146

“__..,_
—
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Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten

dan rancangan peraturan Bupatl tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten menjadi peraturan

daerah dan peraturan Bupat beriaku ketentuon Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat {4)
peraturan daerah inl

&(2) Dalam hal Cubermnur menyatakan bahwe hasil evaluasl rancangan peraturan daerah tentang

: perubahan APSD dan rancangon peraturar Bupat! tentang penjabaran perubahan APBD bertentangan

! dengan kepentingan umum dan peratura perundang-undangan yang lebih tinggl, Bupati bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sefak diterimanya hasil
evaluast,

(3) Apabilg hasil evaiuas! titak ditindaklanjut/ oleh Eipatl dan DPRD, dan Bupatl tetap menetapkan
rancangan peraturan caerah tentang perybahan \PBD dan rancangan peraturan Bupatl tentang
penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan dae.ah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan
peraturan docrah don persturan Bupati dimaksud sexaligus menyatakan tidak diperkenankan
melakukan perubahan APBD dan tetap beraku APBD tahun angydran berjalan,

(4) Pembatalan peraturan dacrah dan peraturan Bupat serta permnyataan beriakunya APED tahun berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Gubesnur,

Pasal 147

(1) Paling fama 7 (tujuh) hari kerja setaiah pembatalan sebagaimana dimaksud dalan, “asal 116 ayat (4),
kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan caerah dan selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud,

{2) Pencabutan peraturan doerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peaturin
daerah tentang pencabutan peraturan daeran tentand APBD.

Fasal 148

Bupati menyampaikan hasil evaluasi yang dilakuhan atas rencangan peraturan daerah kabupaten tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur.

Poragraf 4
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
Pasal 142

(1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar mefyusun don menyampaikan rancangan
DPA-SKPD paling lambat 3 {tigs) had kerja setelzh peraturan daerah tentang perubahan APBD
ditetapkan.

(2] DPA-SKPD yang michgolami purubshan Jatam tshun beralan seiurunnys harus disalin kembali
kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubashan Anggaran Satuan Xeria Peranghat Daerah (DPPA-SKPD),

{2) Dalam DPPA-SXPD schagalmona dimaksud pada ayut (2) terbacug rincian cbyek pendapatan, betanje
atau pembiayaan yang mengalami penambshan otsu penguringan atau pergeseran harus disental
gengan penjelasan later belakang porbednan jumial anggaran sebielun dHakukan perubahan dan
setelah dilakukan perubahan,
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) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disshkan oleh PPKD berdasarkan
persetujuan Sekretaris Daerh.
/

BAB IX
PENGELOLAAN KAS
Bagian Pertama
Pengelolaan Penerimaan dan
pengeluara, Kas i

Pasal 150

) Bendshara Umum Dacrah bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah,

} Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara umum daerah
. membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
b) Penunjukan bank sebagal penempatan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan kepala deerah dan diberitahukan kepada DPRD,

Baglan Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Pasal 151

Pengeiolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan lan pengeluaran kas yang udak mempengaruhi
anggaran pendapatar, belanja dan pembiayash pemerintah daerah,

Fasal 152

! isme dan tatacara pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal
dan pengelolaan kas non anggaran sebaganana dimaksud datam pasal 151 diatur dalam peraturan
daerah,

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 153

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/p=ngeluaran dan orang atau
badan yang menenma atau menguasai uang/barang/kekayaan daersh, walib menyelenggarakan
penatausahaan sesual dengan peraturan perundang-undangan,

(2) Pejabat yang menandatanganl dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukt!
yang menjadl dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Y
Baglan Kedua
Pelaksansan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pa<al 154

(1) Untuk pelaksanaan AFSD, kepala daerol menctephar

pejabat yang diben wewenang menandatangani SYD;

pejabat yang ditunjuk sebagal kuasa pengguna anggaran/kuasa penaguna barang;

pejabat yang diberl wewenang menandatangani SPM;

pejabat yang diberl wewenang mengesahkan SP);

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

bendahara penerimaan pambantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu; dan
h. pejabat lainnya dafam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penctapan pejabat yang ditunjuk sebagal kuasa pergguna anggaran/huasa pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kepala daerah mendelegasikan kepada kepsla SKPD untuk menctapkan pejabat lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h daiam ranghka pelaksanoan APBD

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burul h mencakup:

a, PPK-SKPD yang diberl wewenang melarsanakan fungs tata usaha kevangan pada SKPD;

b, PPTK yang diberl wewenang melsk anakzn sty §tau beberapa kegiatan darl suaiy program
sesual dengan bicang tugasnya;

C  pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktl pemungutan pendapatan daeraly;

@S pnoe
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d.  pejabat yang diberl wewenang menandatangant bukil penerimaan kas dan bukti peperimaan
lainnya yang sah;

e. pejabat yang diber wewenang menandatan anl ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
yang mengakibatian penerimaan dan pengelu. ran APBD,

f,  pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bencahara oengeluaran.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulainya

tahun anggaran berkenaan, .

Baglan Ketiga
Penatausabaan Penerimaan
Pasal 155

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk,
dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling
lambat 1 (satu) hari kera setelah penerimaan uang dar pihak ketiga.

Sendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penenmaan dan
peniyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya,

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan atas pengeiolaan uang yang
menjadi tanggung jawabinya dengan menyampaikan laporan peitanggunajawaban penerimaan.

Pasal 156

Dalam hal obyek pendapatan daersh lersebar atas pertimbangan kondisl geografis walib pajak
dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada bacan, lembaga
keuangan atau kantor pos yang bertugas melsksanaken sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu,
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daeran
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan faporan peranggungiawaban penerimaan
xepada bendahara penerimaan.

Pasal 157

Kepala Daerah dapat menunjuk Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau Xantor Pos yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pensrimaan.

Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos wajlb menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalul BUD

Pasal 158

Mekanisme dan Witacara penatausahaan penerimaan kas diatur dalam peraturan kepala daerah.

(n
)

Bagion Keempat
Penatausahaan Pengeluaran
Paragraf 1
Penyediaan Dana
Pasal 159

Setelah penetapan anggaran kac, PPKD dalam rangka manajemer xas menerbitkan SPD atay
dokumen lain yang dipersamakan dengan 5PD. _
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciapkan oleh kuasa 8UD untuk ditandatangani aleh PPKD.

Paragraf 2
Permin aan Pembayaran
Pasal 160

Berdasarkan SPD atau gokumen lan yang dipersamaxan dengan SPD sebagaimana dimaksud datam
Pasal 159 ayat (1), be dahate pengeiuaran mer jajukan SPP kepada pengguna anggaman/kisasa
pengguna anggaran melaluj PRPI-SKPD,
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2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir dari:

a,  SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b.  SPP Gantl Uang (SPP-GU);
t.  SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d.  SPP Langsung (SPP-LS}.
| SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU. SPP-LS sebagaimana dimaksud paca ayat (2) dajukan cleh bendahara
pengeluaran kepada pengguna anggaran/kudsa pengguna anggaran melalul PPK-SKPD.
{4) PPK-SKPD meneltl kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimanra dimaksusd pada
" ayat (3) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 3
Perintah Membayar
Pasal 161

{1) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (4)
dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM,

) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (%)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna angoaran/kuasa pengguna anggaran

' menerbitkan SPM-UP, SPM-GL), SPM-TU, SPM-LS.

P) SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang teizh diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP20.

| Paragraf 4
Pencairan Dana
Pasal 162

;(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang diajukan cieh pengguna

! anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaul pagu dan

, memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2} Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

l lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

{3) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, S& LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ticak
lengkap dan/atau tidok sah dan/atau pengelusran tersebut melampaid pagu anggaran, kuasa BUD
menatak menerbitkan 5220

Paragrafl 5
Pertangyungjawaban P nggunaan Dana
Pasal 163

(1) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabhan penggunaan uang persadiaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persedisan kepada kepala SXPO melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya,

(2) Dalam melakukan verfikasi atas ioperan peranggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD
berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungiawaban dan keabsahan  bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhilungan atas pengeluaran per nncian obyek yang tercantum dalam
ringkasan per rincian obyek;

¢. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengsiuaran per rincian obyek; dan

d. mengujl kebenaran sesual dengan SPM dan 5P2D yang diterbitkan pericde sebelumnya,

(3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungiawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 164

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikeiola oleh bendahara
peaerimaan dan bendahara pengeluaran minimal sekall dalam 3 (tiga) bulan,

vasal 165

Mekanisme dan @2tacara penatausahagn pengelunran ks diatur dalam peraluran kepala daerdai.
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BAB XX
AKUNTANSI KEUANGAN GAERAH
Baglan Pertama
Sistem Akuntansi
Pasal 166

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakon sigiem akuntansi permerintahan daerah
yang ditetapkan oleh kepala daerah mengacu padas peraturan deerah tentang pengeiolaan keuangan
daerah.

Sistern akuntansl pemerntahan daerah sebagaimana Oimaeksuo pada ayat (1) meliputi serangkaian
prosedur mulal darl proses pencatatan, penglkhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan entitas
pelaporan dan/atau entitas akuntanel dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manua! ataupun menggunakan aplikasl komputer,

Entitas pelaporan sebageimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputl:

a, laporan realisasi anggaran,

b. neraca;

¢. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputh

a, laporan reallsasi anggaran;

b. neraca; dan

¢ catatan atas laporan keuvangan.

Sistemn akuntansi pemerintabian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mehputl:

3. prosedur akuntansi penerimaarn kas;

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

¢. prosedur akuntansl aset; dan

d. prosedur akuntansi selain kas,

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (S) diselenggarakan pada
SKPD dan SKPKD.

Sistemn akuntans! Pemerintahan daerah pac a SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
oleh PPK-SKPD

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan oleh PPKD,

Sistemn akuntansi pémesntahan gaerah sebagain sna dimaksud pads ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada prinsip pengendalian Intern dan s indar akuntansi pemerintahan,

Fasal 167

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem skuntansl pemerintahan daerah menetapkan
kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisas: anggaran.

¥ode rekening untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdid darl kode
rekening aset, kode rekening kevea)ivan, dan kode rekening ekuitas dara.

Kode rekening untuk menyusun aporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri darl kode rekening pendapatan, kode rekening beanja, dan kode rekening pembiayaan.

Kode rekening sebagalmana dimaksud paca ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan
panyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi
Pasal 168

Kepala Daerah menetapkan kebijakan akunlansi untuk dijadikan dasar pengakuan, pengukuran dan
pelaporan atas aset, kewajiban, ekudtas, pendapatan, belanja, dan pembisysan serta bentuk
pelaporancya,

Kebijakan akuntans sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. definisi, pengakuan, pengukuran don puloporan setiap akun dalam booran kevangan; dan

D, prinsip-pringip panyusunan dan penyajian pelaporan keuangan,

Kebljakan akuntansi sebagatmana dimaksud pacs avat (1) disusun dengan berpedoman pada standar
akuntansi pemerintshan.
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DAB XI11
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN APBD
Baglan Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Basal 169

Kepala SKPD menyusun laporan replisssi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD
sebagal hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan sebagaimana d naksud pada ayat (1) disertal dengan prognosis unti 6 (enam) bulan
berfkutnya.
ummmmmmmw(x),mwwom&mmwmm
pejabat pengouna anggaran untuk ditetapkan sebagal laporan realisas semester pertoma’ anggaran
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk & (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerfa setelah semester pertama tahun anggaran berkenasn berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semesters partama APBD serta prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-ambatnya 10 (sepulub) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggacan berkenaan berakhir

Pasal 170

PPKD menyusun Rporan rediisast seinester peram: APBD can prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) paling lambat minggu kedua butan Jull tahun anggaran berkenaan
dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daeral,

Leporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berkutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga
bulan Jull tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagal laporan realisasl semester pertama
APBD dan prognasis untuk 6 (enam) bulan berikutnya,

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) buian berikutnya
sebagaimana dimaksud pads ayat (2) disarmpaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tabun
anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 171

PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
kepala SKPD untuk ditetapkan sebagal laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD
Laporan keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disampalkan kepada PPED sebagal dasa
penyusunan laperan keuangan pemeriniah daerah,

Pasal 172

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) disampaikan kepada kepals
daerah melalui PPKD paling lambat 2 {dua) bulan seteiah tahun anggaran berakhir,

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran
sebagai hasil peisksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

3. laporan realizast anggaran;

5. neraca; dan

€. catatan atas laporan keuangai.

Laporan keuangan SKPD sebagalmara dimaksud pada ayat (1) dilampin dengan surat pemyatsan
kepaia SKPD buhwa pengelolaan APSD yang merjogl Yanggung jawsboya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi cemerintahan.

Pasal 173
PPKD menyusun Bporan Keuangan pemernintal daerah dengan cars menggabungkan laporan-laporan

keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan satelah
berakhimya tahun anggaran berkenaan,
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Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaima. a dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
kepala daersh melalui sekretans daerah selaku b dardinator pengelolaan keuangan daersh dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APSD.
Wkwangansebagdrmedmmnadawat(l)mm dan:

3. laporan rezlisasi anggaran;
0, neraca;
c. laporan arus kas; dan

Laporan keuangan sebagaimana .mmaksuu pada ayat (3) disusun dan disajikan sesual dengan
Peraturan Pemeriritah tentang Standar Akuntans| Pemerintahan.

n berdasarkan sistem pengendafian Intern yang memadal, scsuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 174

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayal (3) dan ayat (4) disampalkan kepada
BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun angaaran berakhir,

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keusngan darl pemerintah daerah,

Apablla sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} BPK belum menyampaikan taporan
hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD.,

Pasal 175

Kepala daerah capat melakukan kianifikas! terhadap hasi pemeriksaan 5PK atas laporan keuangan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) peraturan daerzh ini,

Kepals daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap faporan  keuangan berdasarkan has#
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174
ayst (3) peraturan daerah inl.

Baglan Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 176

beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oieh Badan
Pemeriksa Keuangan, paling lambat & (enam) bulan setelah tahun anguaran berakhir.
mmm keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya rnefm laparan

a, laporan realisasi anggaran;
b. penjabaran laporan realisas anggaran,

Pasal 177

Agenda pembahasan rancangan paralurai . daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Ayat (1) ditentukan oleh DPRD,

Persetujuan  bersama  terhadap rancangan  peraturan  dacrah  tentang pertanggungjawabian
pelaksanaan APED cloh DPRD paling lame 1 ¢satu) bulen terhitung sejak diterimanya rancangan
peraturan daerah.
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l(l) Laparan keuangan pemernintah docrah wajib dipubitkasikan,

(2] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit
oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah,

Bagian Keempat ’
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
} Peraturan Kepaia Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawahan Pelaksanaan APBD
Pasal 179

(1} Rancangan peraturan daeroh Kabupaten tentang pertanggungjuwaban pelaksanaan APBD yang telah
disetujul bersama DPRD dan ancangan peraturan Bupat) tentang penjobaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBU sebelum ditetapkan oleh Bupati paling tama J (tiga) harl kerja disampaikan teriebin
dahulu kepada Gubemur untuk dievaluas,

{2} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubemur kepada Bupati pating
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

{3) Apablla Gubemur menyatakan hasil  evaluasi  1ancangan peraturan daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggl, Bupsti menetapkan rancangan peraturan daersh dan
rancangan peraturan Supati menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati,

Pasal 180

{1) Dalem hal Gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan doerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancargan peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjewaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tingel, Bupatl bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan
paling tama 7 (tujuh) harl keda terhitung sojak diterimanya hasil evaluasl,

{2) Apabila hasil evaluasl tidak ditindaslanjut oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan
rancangan peiaturan daerah tentang peranggungjawaban pelaksanaan APED dan rancangan
peraturan Bupatl tentann penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan
daerah dan peraturan Lupaty, Guberour membal slkan persturan dasrah dan peraturan Bupat
difmaksud sesuar dengan peratirs perundang-undar gan,

Pasal 181

(1) Rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pertanggungjawaban palaksanaan APBD yang telah
disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran rertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 2 (tiga) hari kerja disampaikan kepada
Bupati untuk dicvaluasi,

(2) Hasit evaluasl disampaikan oleh Gubernur kepada bupati paiing lania 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah kabupaten dan rancangan peraturan bupati
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setugaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Apabila Bupati menyatakan hasll evaluasi rancangan eraturan daerah lentang pertanggungjawaban
pelsksanaan APBD dan rancangan peraturan bupatl temtang penjabaran pertanagungjawaban
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepantingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggl, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupatl.

Pasul 182

Bupati menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten tertang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangun poraturan bupati tentang penjabaran periangaungiawaban pelaksanaan
APBD kepada Gubernur,
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BAB XIII
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
: Bagian Pertama
| Pengendalian Defisit APBD
Pasal 183

Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupl defisit
tersebut dalam peraturan daerah tentang APBO. »

Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabifa jumiah pendapatan tidak cukup
untuk menutup jumiah belanja dalam saty tahun anagararn.

Defisit APED sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulup dengan pembisyaan neto,

Pasal 184

%)
maksimal defisit APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
)
I

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD
Pasal 185

Daiam hal APBD diperkirakan surplus, diteétapkan penggunaannya dalam peraturan daerah tentang
APBD.

Penggunaan surplus APBD divtamakan untuk pengurangsn utang danjatau pendanaan betanja
peningkatan faminun sosial,

BAB XV
PEMBINAAM DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 186

i Provinst melskukan pembinaan dan pengiwasan pengelolaan keuangan dasrah  kepada
kabupaten yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah.

— —

Pazal 187

(1) Pembindan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 186 meliputl pemberian pedoman, bimbingan,
supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

I‘(Z) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakun perencanaan dan penyusunan

APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan

daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sel sgaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah,
serta pertanggungjowaban kevangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepaca daerah tertenty sesual dengan
kebutuban,

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bag)
kepala daerah atau wakil kepala daeral, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawal
negeri sipil daerah,

Pasal 188

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetaps pengawasan yang lebih
mengarah untuk menjamin pengeloiaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

l {3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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Bagian Kedua
Pengendalian Intern
“asal 189

p) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansl dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
kepala daerash mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intem di  lingkungan
pemerintahan daerah yar 3 dipimpinnya.

) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada . yat (1) mérupakan proses yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadal mengenal pencapaian tujuan pemerintah daerah yang
tercermin darl keandalan laporan keuangan, efisiensl dan efektivitas pelaksanaan program dan
kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud poda ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhl kriteria
sebagai berikut:

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
b. terselenggaranya penilaian risiko;
¢ terselenggaranya aktivitas pengendalian;
d. terselenggaranya sistemn informasi dan komunikasi;
e, terseienggaranya kegiatan pemantauan pengendalian,
) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 190
pengeolaan dan pertanggungiawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesual dengan
peraturan perundang-undangan.
f BAB XVI1
PENYELESAIAN KERUGIAN DASRAH
Pasal 191

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
' harus segera diselesaikan sesual dengan ketentusn perundang-undangan.

{2) Bendahara, pegawal negesl bukan bendahara, atay pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajitan yang dibebankan kepedanya secara langsung merugikan keuangan
daerah, wajib menggant! kerugian tersebut.

! Pasal 192
:
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturdn perundang-undangan,

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 193

i
. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengeloisan kewanga saerah sepanjang beium diganti dan tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap beraku

Pasal 194

- {1} Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4),

dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006,

{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) untuk
penyusunan dan pelaksanaan APBD mulal dikskssiakan twhun anggaran 2007,

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud datam Pasal 166 ayal (3) tentong sistemn akuntansi pemerintah
daerah yang mengacu pada standar akuntans! pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulal
tahun anggaran 2007,

(1) Ketentuan sebogaimana dimassud datam =asal 130 ayat (1) tuntang penyusunan RKA-SKPD aengan
maggumhnm pendexatan kerangs peng luaran jangka mengngah daerah diiaksanakan mulal tahun
anggaran i
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Fasal 195

ditetapkan RPIMD sebagaimana dimaksud calam Pasal 76 ayat (1), dokumen perencanaan daerah
dapat digunakan sebagai pedoman penyusanan RKPD,

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 196

| Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, segala peraturan daerah dan/atau peraturan/keputusan
kepala daerah yang mengatur tentang pokok-pokok pengeiclaan keuangan dacrah serta petunjuk
pelaksanaannya dinyatakan tidak berizku.

Hal - hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah inl akan mengacu pada

ketentuan yang lebih tingg:.

setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inl dengan
nnys datam lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 15- 12 - 2007

BUPATI SORONG.
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs. M.SI.

n di Sorong
tanggal 15-12+ 2007

Pjs. SEKRETARIS DAEKAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD

, Drs. MUHAMMAD TANGKE
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